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RINGKASAN 

 Maria Magdalena Fontaine Ekawati, 2019. Analisis Efektivitas dan 

Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata 

Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat). Dosen Pembimbing: Devi Farah Azizah, 

S.Sos., M.AB., 167 Hal+ xiiihal 

 Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah destinasi pariwisata yang 

terletak di bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan wisatawan 

akan transportasi untuk menjangkau destinasi wisata dengan menggunakan kapal 

wisata dan memanfaatkan fasilitas berupa jasa penginapan dan jasa layanan 

penyediaan makanan dan minuman di atas Kapal akan menimbulkan transaksi 

yang menghasilkan pendapatan. Fenomena ini menjadi potensi bagi Kabupaten 

Manggarai Barat untuk memperluas aspek pungutan pajak daerahnya melalui 

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 yang menetapkan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas Kapal Wisata sebagai potensi pemungutan pajak daerah dan 

diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.  

Penelitian ini disusun untuk mengetahui efektivitas dan implementasi 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang diatur 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017. 

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan 

kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran 

di atas kapal wisata termasuk dalam kriteria tidak efektif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi di lapangan realisasi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata tidak memenuhi 

target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

Peneliti juga menemukan bahwa proses implementasi pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Penelitian ini merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat untuk lebih tegas dalam menerapkan Peraturan 

Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam upaya pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata. 

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Pajak Hotel, Pajak Restoran,    

Pajak Daerah, Kapal Wisata 
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SUMMARY 

Maria Magdalena Fontaine Ekawati, 2019. Analysis Of The Effectiveness 

and Implementation of Hotel Tax and Restaurant Tax on Tourist Boat to Local 

Tax Revenues (Local Government Finance Office). Dosen Pembimbing: Devi 

Farah Azizah, S.Sos., M.AB., 167 Hal+ xiiihal. 

West Manggarai Regency is a tourist destination area located in the 

western part of East Nusa Tenggara province. The need for tourist transportation 

to reach the tourist destination by using the tour boat and utilize the facilities in 

the form of lodging services and service delivery beverages on board will 

generate a transaction Generate income. This phenomenon becomes the potential 

for the West Manggarai district as an autonomous region to expand its area tax 

levy through by the Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 

Tahun 2017 which establishes hotel tax and restaurant tax on tourist boat as 

potential and expected to contribute to local tax revenues.  

This research was arranged to determine the effectiveness and 

implementation of hotel tax collection and restaurant tax on the tourist boat 

governed by the Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 

2017. Research uses descriptive research methods by going through a qualitative 

approach. Results from the study showed that hotel tax and restaurant tax on boat 

tour were included in ineffective criteria.  

The results showed that that occurred in the field of realization of the hotel 

tax receipt and the restaurant tax on the tour boat did not meet the target set by 

the local government of West Manggarai regency. Researchers have also found 

that the process of implementing hotel tax and restaurant tax on boat tour has not 

been in accordance with the prevailing regulations. This research recommends 

that the Local Gonvernment Finance Office of West Manggarai to be more 

assertive in implementing Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 

58 Tahun 2017 in the hotel tax and the restaurant tax on the tourist boat. 

Keywords: Effectiveness, Implementation, Hotel Tax, Restaurant Tax,  

Regional Tax, Tourist Boat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik yang 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya menganut asas desentralisasi 

(Bratakusumah dan Solihin, 2001:1). Desentralisasi berarti memberikan sebagian 

dari wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk melaksanakan 

dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut 

kepentingan daerah yang bersangkutan atau diartikan juga sebagai pengembangan 

otonomi daerah. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah 

dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan 

kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut. Pemerintah daerah 

diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Daerah juga berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di 

wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12). 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, wilayah negara dibagi dalam unit-unit 
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yang lebih kecil. Masing-masing unit mempunyai wewenang untuk  membuat 

kebijakan dalam batas yurisdiksi administrasinya sendiri. Salah satu tujuan 

pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan 

daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi 

daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan 

prioritas pembangunan daerah(Mahmudi, 2010:18). 

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang  sah. 

Dengan adanya otonomi daerah, daerah didorong untuk meningkatkan PAD 

dengan salah satu cara yaitu menggali potensi penerimaan melalui kegiatan 

pemungutan pajak daerah (Darwin, 2010:41). Pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2009). 

Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan 

Pajak Kabupaten/Kota. Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang 

dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu pada 

pajak provinsi apabila objek pajaknya ingin diperluas, maka harus melalui 
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perubahan dalam undang-undang (Siahaan, 2016:10). Pajak kabupaten, objek 

pajaknya dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang ada (Kurniawan dan Purwanto, 2010:48). 

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air 

Permukaan; dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak 

Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak 

Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

 Potensi pajak masing-masing daerah berbeda satu sama lain apabila dilihat 

baik dari sumber daya alam, buatan, maupun sumber daya manusia. Untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota 

memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan daerah sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan daerahnya sendiri sehingga berpeluang untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya (Siahaan, 2016:5). Sebagai salah 

satu daerah otonom di Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut di daerah 

kabupaten/kota yang berpotensial menyumbang penerimaan pajak daerah. 
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 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012). Restoran adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 

juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012).  

 Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga diberlakukan atas Kapal 

Wisata dan diatur dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas 

Kapal Wisata. Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan salah satu upaya 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui 

potensi daerah yang dimiliki. Peraturan tersebut mengakomodir pengenaan pajak 

atas pelayanan jasa penginapan/peristirahatan dan penyediaan makanan/minuman 

di atas Kapal Wisata. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 58 Tahun 2016, Kapal Wisata adalah kendaraan yang berlayar di atas air 

yang digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain 

ruang, kamar, restoran, cafe, bar, casino, discotic, pub, swimming pool, dan 

berbagai sarana lainnya. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata 
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adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dengan 

dipungut bayaran, serta pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata. 

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata tidak 

terlepas dari potensi Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah 

destinasi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pariwisata kabupaten 

Manggarai Barat yang paling terkenal yaitu Taman Nasional Komodo yang 

merupakan rumah bagi satwa langka Komodo (Varanus Komodensis) dan aneka 

biota lautnya menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun 

mancanegara. Wisatawan yang menggunakan kapal wisata dengan jenis tertentu 

disediakan paket wisata yang disebut Live on Board (LoB) yaitu paket menginap 

di atas kapal. Wisatawan menginap di atas kapal di tengah perairan luas sambil 

menjelajahi Taman Nasional Komodo beserta pulau-pulau disekitarnya seperti 

Pulau Bidadari, Gili Laba, Padar, Rinca, dan Kelor. Wisata LoB biasanya 

berlangsung selama tiga hari dua malam, dan disediakan fasilitas penginapan 

layaknya hotel dan restoran di atas kapal, dengan menginap di kapal wisatawan 

bisa menjelajahi tempat wisata dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan jika 

menginap di darat (Wahyu. 2018. www.Kompas.com. 12 Maret 2019). 

 Kebutuhan wisatawan akan transportasi untuk menjangkau destinasi wisata 

dengan menggunakan Kapal Wisata dan memanfaatkan fasilitas berupa jasa 

penginapan dan jasa layanan penyediaan makanan dan minuman di atas Kapal 

akan menimbulkan transaksi yang menghasilkan pendapatan sehingga secara 

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan daerah, hal ini 
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merupakan potensi untuk menambah potensi pajak daerah (Husin, Usman. 2016. 

www.Kompas.com. 12 Maret 2019). Total kunjungan wisatawan ke Taman 

Nasional Komodo yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 dan dapat  dilihat pada tabel 1  

Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara 

Berdasarkan Penjualan Tiket di Taman Nasional Komodo  

Tahun 2015 2016 2017 

Wisatawan 

Mancanegara 

45.372 54.335 66.601 

Wisatawan Nusantara 15.876 29.377 45.148 

Jumlah Total 61.257 83.712 111.749 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 2019 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke 

Taman Nasional Komodo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 total 

wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 61.257 orang. Jumlah kunjungan 

meningkat menjadi 83.712 orang di tahun 2016. Jumlah total wisatawan paling 

tinggi terjadi di tahun 2017 dengan total wisatawan mencapai 111.749 orang. 

Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat di setiap tahun menjadi potensi 

bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk memperluas aspek pungutan pajak 

daerahnya. Salah satunya dengan melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran di atas Kapal Wisata.   

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, maka pemungutan 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata harus mencapai hasil yang 
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efektif. Efektivitas penerimaan pajak menunjukkan keberhasilan suatu usaha atau 

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam 

hal ini jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Efektivitas juga 

merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai administrasi perpajakan 

daerah secara keseluruhan (Ikhsan dan Salomo, 2002:120). Kemampuan 

pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah 

uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak (Rahayu, 2010:28).  

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata 

tidak terlepas dari bagaimana implementasi pemungutannya. Suatu peraturan atau 

kebijakan yang dibuat oleh pemeritah dapat dinilai apabila sudah 

dimplementasikan dengan baik. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 sebagai 

landasan Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata harus diimplementasikan dengan baik 

sehingga pemungutan pajak dapat memperoleh hasil yang efektif. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti ingin meneliti terkait efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran di atas Kapal Wisata sebagai salah satu sumber penerimaan pajak 

daerah Kabupaten Manggarai Barat. Peneliti juga ingin meneliti terkait 

implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di atas Kapal Wisata yang 

dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

untuk menemukan fenomena yang terjadi terhadap efektivitas penerimaan 

pajaknya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan 
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Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal 

Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disajikan 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di atas kapal 

wisata  terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat ? 

2. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di atas 

kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai 

Barat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di atas 

kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai 

Barat. 

2. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak hotel dan restoran di 

atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten 

Manggarai Barat. 
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D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk mampu memberikan kontribusi yang positif 

dan dapat berguna bagi berbagai aspek. Kontribusi penelitian ini meliputi: 

1. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan, wawasan, atau informasi di bidang perpajakan serta dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil judul dan 

permasalahan yang sama terkait pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata. 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak 

daerah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan mempermudah 

pembahasan penelitian dalam memahami masalah-masalah yang ada, maka 

skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain 

sehingga diharapkan mampu membahas permasalahan penelitian secara 

keseluruhan, sistematika pembahasan secara terperinci adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penulis melakukan penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan 

sebagai dasar pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. 

Tinjauan pustaka ini meliputi teori yang didapat dari hasil studi 

kepustakaan beberapa literatur. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk 

menganalisis rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, 

fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data 

dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi efektivitas dan 

implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas 

Kapal Wisata terhadap penerimaan Pajak Daerah. 

BAB V :  PENUTUP 
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 Bab ini berisi kesimpulan dari rangkaian pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya dengan disertai saran agar dapat dijadikan sebagai 

masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat khususnya menyangkut Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran di Atas Kapal Wisata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Otonomi Daerah  

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.  

 

B. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan). Menurut Adriani dalam Prawoto (2010:187), pajak adalah iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi Pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 
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suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat dalam 

Resmi, 2014:1).   

 

2. Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2014:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

a. Fungsi Budgetair  

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dan lain-lain. 

b. Fungsi Regularend 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.  
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3. Pengklasifikasian Pajak 

Menurut Prawoto (2010:188) pengelompokkan pajak terdiri dari tiga macam 

yaitu:  

a. Menurut golongannya: 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya: 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutnya: 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas: 

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 

4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak merupakan acuan untuk melakukan pemungutan 

pajak kepada wajib pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat asas-asas 

pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Cannos atau The Four 

Maxims  yang disusun oleh Adam Smith dalam Anggoro (2017:269), dengan 

uraian sebagai berikut : 

1) Equality (keseimbangan)  

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya 

dibawah perlindungan pemerintah. Prinsip kemampuan membayar 

menyebutkan bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang sama, harus 

membayar pajak dengan jumlah yang sama, sementara orang yang 

mempunyai kemampuan lebih besar, harus membayar lebih besar. Prinsip 

pertama adalah keadilan horizontal, sedangkan prinsip keadilan kedua 

adalah keadilan vertical. 
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2) Certainty (kejelasan) 

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah 

mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai 

pembayarannya. 

3) Convenience of payment (pemungutan yang tepat) 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, 

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau 

keuntungan yang dikenakan pajak. 

4) Economy of collections (penghematan dalam pemungutan) 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai 

biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 

Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan 

lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. Selain itu biaya 

untuk memenuhi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil 

mungkin, dengan demikian sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak 

hendaknya adalah sistem yang sekecil mungkin membebani masyarakat 

secara keseluruhan.  

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu: 

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
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dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.  

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak merupakan cara bagaimana 

memungut pajak kepada masyarakat. Menurut Rosdiana (2012:106), ada tiga 

teknik pemungutan pajak yaitu: 

1)  Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur 

pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari 

aparatur pajak, hutang pajak baru timbul bila sudah ada Surat Ketetapan 

Pajak dari aparatur pajak. 

2) Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang 

terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini 

wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang tetapi juga 

harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak yang terutang. 

Fiskus berperan untuk mengawasi dan melakukan penelitian terhadap Surat 
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Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan lengkap beserta lampirannya, 

fiskus juga meneliti kebenaran perhitungan. Selain itu untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. 

3) Withholding System 

Dalam sistem withholding wewenang untuk menentukan pajak yang 

terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiskus  dan 

bukan oleh wajib pajak). Misalnya pajak penghasilan atas gaji, upah atau 

honorarium yang dihitung oleh pemberi kerja.  

 

C.  Pajak Daerah 

1.   Pengertian Pajak Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2016: 10) pajak daerah merupakan pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

 Menurut Prawoto (2010: 423) ciri-ciri pajak daerah di banyak negara 

berkembang adalah sebagai berikut: 
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a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara 

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya 

b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, 

kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara 

tajam. 

c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).  

2.  Jenis Pajak Daerah 

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum 

dipungut oleh negara (pusat). Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembagian pajak daerah menjadi 

sebagai berikut : 

a. Pajak-pajak provinsi terdiri dari : 

1)   Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama  

Kendaraan di Atas Air 

3)   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

4)   Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

5)   Pajak Rokok 

b. Pajak-pajak kabupaten/kota yang terdiri dari : 

1)   Pajak Hotel 

2)   Pajak Restoran  
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3)   Pajak Hiburan  

4)   Pajak Reklame 

5)   Pajak Penerangan Jalan 

6)   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7)   Pajak Parkir  

8)   Pajak Air Tanah  

9)   Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

D. Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata 

1. Pengertian 

 Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 

Tahun 2017, Kapal Wisata adalah Kendaraan yang berlayar di atas air yang 

digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang, 

kamar, restoran, cafe, bar, casino, pub, swimming pool dan berbagai sarana 

lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial di wilayah Kabupaten 

Manggarai Barat. Pajak Restoran di atas Kapal Wisata adalah pajak atas 

pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 

penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola 

secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata. Pajak Hotel di 

atas Kapal Wisata adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa-jasa 
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penginapan/peristirahatan dan makan/minum serta jasa pendukung lain bagi 

umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal 

wisata. 

2.   Subjek Pajak  

 Subjek pajak hotel kapal wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan 

jasa-jasa penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa 

pendukung lain bagi umum di atas kapal wisata. Subjek pajak restoran kapal 

wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas 

penyediaan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum 

di atas kapal wisata. 

 

3. Objek Pajak 

 Objek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah penyediaan jasa-jasa 

penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain 

bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata. Objek Pajak 

Restoran Kapal Wisata adalah penyediaan pelayanan yang dilengkapi 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan 

makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial di atas 

kapal wisata. 
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4.  Tarif Pajak 

 Setiap wajib pajak hotel kapal wisata dan wajib pajak restoran kapal wisata 

berkewajiban mencatat transaksi penerimaan bruto atas semua paket perjalanan 

dalam satu bulan. Contoh perhitungan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata adalah sebagai berikut : 

a. Perhitungan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata : 

Biaya Paket Perjalanan = Rp 100.000.000,00 

Biaya Pelayanan Hotel = Rp 100.000.000,00 x 20% 

Pajak Hotel di atas Kapal Wisata = Rp 20.000.000,00 x 10% 

            = Rp 2.000.000,00 

b. Perhitungan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata : 

Biaya Paket Perjalanan = Rp 100.000.000,00 

Biaya Pelayanan Restoran = Rp 100.000.000,00 x 15% 

Pajak Restoran di atas Kapal Wisata = Rp 15.000.000,00 x 10% 

        = Rp 1.500.000,00 

 

E.  Efektivitas 

 1. Pengertian Efektivitas  

  Menurut Halim dan Kusufi (2014:130) Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai 
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kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari 

suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya. 

2. Rumus Efektivitas 

 Rasio efektivitas menurut Halim (2007:234) menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Rumus mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak sebagai berikut : 

Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak
 x 100% 

 Penilaian efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal 

wisata  dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target 

penerimaan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata. Menurut Halim 

(2007:234), kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang ingin dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. 

 Dalam mengukur nilai efektivitas secara lebih terperinci digunakan kriteria 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 

yang menyatakan bahwa kriteria penilaian kinerja keuangan dapat diketahui 

efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria pada tabel berikut: 

Tabel 2   Kriteria Efektivitas Pajak 

No.  Presentase Efektivitas Kriteria 

1 >100% Sangat Efekif 

2 90-100% Efektif 

3 80-90% Cukup Efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

4 60-80% Kurang Efektif 

5 <60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri Nomor. 690.900-327 tahun 1996.  

 

F.  Implementasi 

1. Pengertian Implementasi  

  Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139) 

mendefinisikan implementasi sebagai: 

      Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan efektif 

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasi 

 Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan. 

2.  Teori Implementasi 

 Menurut Brian Hogwoos dan Lewis Gunn dalam Wahab (2015: 167),untuk 

dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan 

beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan yang serius. 

b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 

memadai. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.  

d. Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas 

yang andal. 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

 

G.     Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena 

pada bagian ini berisi alur berpikir yang dibangun berdasarkan teori-teori yang 

sudah ada. Kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 Kerangka pemikiran seperti pada gambar 1 menjelaskan bahwa dengan 

adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat diberi kewenangan untuk menggali potensi 

daerah untuk tujuan menambah sumber penerimaan daerah salah satunya 

pemungutan pajak daerah yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata. Dengan 

Otonomi Daerah 

Kewenangan Daerah 

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di 

Atas Kapal Wisata 

Efektivitas  Penerimaan 

Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran di Atas Kapal 

Wisata 

Implementasi 

Pemungutan Pajak 

Hotel dan Restoran di 

Atas Kapal Wisata 

Penerimaan Pajak 

Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat 
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adanya peraturan ini peneliti ingin menghitung efektivitas penerimaan pajak dan 

mengetahui implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas 

Kapal Wisata yang memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Manggarai Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2016:12) metode penelitian diartikan 

sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Alasan mengapa 

peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu deskripsi merupakan hal yang 

alamiah dan sesuai dengan kenyataan manusia. Pengertian penelitian deskriptif 

menurut Zuriah (2008: 47),  adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengertian pendekatan kualitatif menurut Afrizal (2016:11) diartikan sebagai 

sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

peneliti tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah dikumpulkan, 

melainkan mengeinterpretasikannya atau menangkap apa yang terungkap dari data 

yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan 

individu-individu di dalam latar itu secara keseluruhan  termasuk subjek 

penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi 
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variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian 

dari suatu keseluruhan. Dari penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan 

bagaimana proses pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki kaitan 

dengan efektivitas penerimaan pajaknya.  

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-

topik pokok yang diungkap dalam penelitian ini. Fokus penelitian berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka fokus penelitian: 

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas kapal 

wisata. 

2. Implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas kapal 

wisata dan kontirbusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian 

dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

Alasan memilih lokasi penelitian adalah Kabupaten Manggarai Barat merupakan  

daerah pariwisata dengan  kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Adapun alasan peneliti memilih kantor Badan Pengelola Keuangan 

Daerah, antara lain: 
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1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

merupakan instansi pemerintahan yang mengurus segala pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Kabupaten 

Manggarai Barat merupakan daerah pariwisata yang dapat memunculkan 

potensi penerimaan pada sektor pajak daerah. 

2. Tersedianya informasi yang di butuhkan peneliti serta data yang sesuai 

dengan topik dan rumusan masalah penelitian.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

  Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara 

langsung oleh peneliti dari sumbernya (Mustafa, 2009:92). Data primer bersumber 

dari keterangan, pernyataan dan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan wajib pajak yang dikumpulkan melalui 

wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan 

telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk 

kepentingan penelitiannya (Mustafa, 2009:92). Data sekunder bersumber dari 

dokumentasi, data arsip dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat, data arsip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai 

Barat, berita dari media massa maupun media elektronik. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2016:11), yang dimaksud 

dengan data adalah bahan-bahan kasar (rough materials) yang dikumpulkan para 

peneliti dari dunia (lapangan) yang ditelitinya, bahan-bahan itu berupa hal-hal 

khusus yang menjadi dasar analisis. Data meliputi bahan-bahan yang direkam 

secara aktif oleh peneliti, seperti transkip wawancara dan catatan dari lapangan 

hasil observasi. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti 

mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan 

konteks (Sarosa, 2012:45). Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka 

secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan 

mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari 

wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai 

pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti. Dengan wawancara, maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi 

Tipe wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permsaalahan yang 

akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan mengeksplorasi 
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topik penelitian bersama partisipan yaitu bidang yang bersangkutan terkait topik 

penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan 

wajib pajak. Peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu 

atau permasalahan yang ada. Interaksi antara pewawancara dan partisipan bersifat 

bebas, sehingga isi wawancara terkadang sangat kaya akan detail dan mampu 

mengungkapkan informasi yang baru (Sugiyono, 2016:74). 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti mengamati 

secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata. Menurut Wolcott dalam Sarosa (2012:56) 

dalam studi lapangan atau observasi peneliti juga harus “tinggal” bersama para 

partisipan dan berperan dalam dinamika kehidupan sehari-hari para partisipan. 

Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengamati perilaku para partisipan 

dengan cara yang tidak merugikan maupun mengganggu partisipan. Tujuan data 

observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan 

yang terjadi dalam latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, 

makna latar  kegiatan, dan partisipasi mereka pada orang-orang itu. Laporan 

observasi harus termasuk detail deskripsi yang memadai untuk memungkinkan 

seseorang mengetahui apa yang telah terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Pada 

penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh suatu 

gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan 

dengan objek penggalian informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang 

berkaitan dengan yang akan diteliti. Pada penelitian ini dokumentasi berupa foto, 

rekaman wawancara bersama pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

wajib pajak, dan arsip berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata. 

  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah : 

1. Peneliti  

Dalam peneltian kualitatif peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan 

cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data.  

2. Pedoman wawancara 

Menurut Afrizal (2016:135), pedoman wawancara adalah suatu tulisan 

singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau perlu dikumpulkan. 

Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-
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pertanyaannya lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, 

bukan jawaban iya atau tidak. 

 

G. Metode Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian  kualitatif adalah aktivtias yang dilakukan 

secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari 

mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2016:176). 

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata pada Kabupaten Manggarai Barat. Perhitungan analisis 

efektivitas menurut Halim (2007:234) menggunakan rumus: 

Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak
 x 100% 

2. Melakukan analisis terhadap implementasi pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata pada Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal 

Wisata dan menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
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H. Keabsahan Data  

Data yang sudah terkumpul dalam kegiatan penelitian harus diusahakan 

kemantapan dan kebenarannya. Peneliti harus mampu menentukan validitas data 

yang diperoleh, dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan 

teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2016:127) triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data tentang 

implementasi pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke beberapa 

sumber data yaitu staff pelaksana, ketua bidang pendapatan daerah, dan wajib 

pajak kapal wisata. Dengan menggunakan triangulasi sumber, maka data dari 

ketiga sumber dideskripsikan dan peneliti menentukan pandangan yang sama, 

yang berbeda dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan 

menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peneliti  

(Sugiyono, 2016:127). 

 Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data tentang 

efektivitas penerimaan pajak dan implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan terhadap data yang sama. 

Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar (Sugiyono, 2016:127). 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kabupaten Manggarai Barat  

a. Sejarah Singkat 

 Kabupaten Manggarai Barat adalah suatu kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil 

pemekaran dari kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang No. 8 

Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan 

beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, 

Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan 

Pulau Longis. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km2 

yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km2 dan wilayah lautan 

7.052,97 km2 . 

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada sejak 

tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus 

Kape, tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah 

duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963 aspirasi 

untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk Kabupaten 

Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal melalui lembaga politik 

partai Katolik Subkomisariat Manggarai. Pada tahun 1982 Manggarai Barat 
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diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 821.26-1355 tanggal 11 

November 1982. 

Melalui proses pengkajian yang matang dengan memperhatikan potensi 

dan luas wilayah serta kebutuhan untuk pendekatan pelayanan kepada 

masyarakat maka melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 

aspirasi dan keinginan masyarakat Manggarai Barat mencapai puncaknya 

dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2003 tentang 

pembentukan Kabupaten Manggarai Barat maka Kabupaten Manggarai 

Barat resmi terbentuk. Pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda 

dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas 

menjalankan pemerintahan serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah 

definitif. Selanjutnya melalui proses demokrasi dengan pemilihan kepala 

daerah secara langsung Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch Dula 

kemudian diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang 

pertama. 

b. Kondisi Geografis 

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di 

wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai 

Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang dipisahkan oleh selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat terletak di 

antara 080 14’ – 090 00’ Lintang Selatan (LS) dan 1190 21’ – 1200 20’ 

Bujur Timur (BT). 
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Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 

km2 , yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau 

Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah 

administrasi kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan yakni 

Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, 

Lembor Selatan, Kuwus, Ndoso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar. 

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Pada bulan Juni sampai 

dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak mnegandung 

banyak uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada 

bulan Desember sampai dengan Maret arus angin berasal dari Asia dan 

Samudera Pasifik yang mneyebabkan terjadinya musim hujan. 

c. Visi dan Misi  

Visi : 

“Menuju Kabupaten Manggarai Barat yang Ramah, Maju dan Sejahtera” 

Misi : 

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan 

kesehatan, pendidikan dan pengembangan ketrampilan dan 

perlindungan sosial. 

2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis 

agrowisata dan agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. 
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3) Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang 

mendukung pertumbuhan sektor rill dan pelayanan publik. 

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur sipil negara 

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

5) Meningkatkan kesadaran hukum, politik, budaya dan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat  

a. Sejarah Singkat  

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 1 

Januari 2017. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat merupakan penggabungan 2 (dua) organisasi perangkat 

daerah di Sekertariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda). Penggabungan dua organisasi perangkat 

daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai 

pengelola keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan pemerintahan 

Kabupaten Mangarai Barat, sebagai komitmen nyata pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan keinginan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu terbentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan 
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Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat.  

b. Visi dan Misi 

Visi  

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan 

dan dapat dipertanggungjwabkan 

 Misi 

1) Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi 

2) Meningkatnya kontribusi pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 

yang didukung dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok 

BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan 

Fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
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3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan, dan aset daerah; dan 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

d. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari : 

1) Kepala Badan  

Kepala Badan memiliki tugas yaitu membantu Bupati memimpin 

dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang keuangan dan 

menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan aset daerah 

serta tugas pembantuan. Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

a) Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah 

b) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah 

c) Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah  
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d) Memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian dan perlengkapan badan 

e) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset 

daerah 

f) Memvalidasi rencana dan program kerja di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

2) Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, 

penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi 

dan tata laksana badan. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai fungsi : 

a) Mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata 

usaha dan tata kearsipan rumah tangga dan keprotokolan badan 

b) Mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan 

badan 

c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan organisasi dan 

tata laksana badan  

d) Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan 

laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 
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e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 

a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 

b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

3) Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan 

dan menganalisa data serta penyusunan kebijakan teknis dalam 

bidang anggaran. Bidang Anggaran dalam menjalankan tugasnya 

memiliki fungsi : 

a) Merumuskan prosedur penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD 

b) Mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

penyusunan anggaran 

c) Mengkoordinasi pengendalian penyusunan anggaran 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 

a) Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat 

b) Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Fispra 

4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
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Tugas bidang akuntansi yaitu membantu penyusunan pedoman 

teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan memiliki fungsi: 

a) Melaksankan akuntansi piutang 

b) Melaksanakan akuntansi persediaan 

c) Melaksanakan akuntansi investasi 

d) Melaksanakan akuntansi aset tetap 

e) Melaksanakan akuntansi kewajiban 

f) Melaksanakan akuntansi ekuitas 

g) Melaksanakan akuntansi penerimaan hibah 

h) Membuat jurnal transaksi-transaksi lain/ penyesuaian/ koreksi 

dalam penyusunan Laporan Keuangan 

i) Menyusun laporan interim, dan laporan akhir tahun pemerintah 

daerah 

j) Melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan 

SKPD  

k) Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah 

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan.  

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang 

yaitu : 

a) Sub Bidang Akuntansi 

b) Sub Bidang Pelaporan 
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5) Bidang Perbendaharaan  

Tugas Bidang Perbendaharaan yaitu melaksanakan kebijakan, 

menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, 

koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas 

dan perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan memiliki fungsi yaitu: 

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan 

keuangan daerah 

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan 

gaji PNS 

c) Mengkoordinasikan  pelaksanaan perumusan Peraturan Bupati 

tentang pelaksanaan APBD 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan 

teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji 

e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan 

peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah 

f) Mengkoordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program 

pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer 

daerah 

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan 

pelayanan, fasilitasi pencairan dana SKPD 
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h) Merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan di 

bidang pengelolaan keuangan daerah  

i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian 

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas 

beban rekening Kas Umum Daerah 

j) Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah  

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan.  

Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 

a) Sub Bidang Verifikasi 

b) Sub Bidang Kas Daerah 

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu membantu 

Kepala Badan dalam pengelolaan barang milik daerah. Bidang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi: 

a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan 

barang milik daerah 

b) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam 

rangka pengelolaan barang milik daerah 

c) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah  

d) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknik pengelolaan 

barang milik daerah 
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e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan 

pengendalian barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan  

f) Mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan sistem 

informasi barang milik daerah 

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin 

pemakaian kekayaan daerah berupa tanah 

h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan 

penatausahaan barang milik daerah 

i) Mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai 

Pemerintah Daerah 

j) Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagai fungsi Kuasa BUD 

dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan 

daerah 

k) Mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan 

dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang telah 

diserahkan kepada Bupati melalui pengelola barang 

l) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status 

penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang 

m) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan 

barang milik daerah 

n) Mengkoordinasikan pengumpulan data inventaris barang 
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o) Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah 

p) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang 

milik daerah 

q) Mengkoordinasikan penyiapan bahan usulan data pejabat 

pengelola barang milik daerah 

r) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang 

milik daerah 

s) Mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan 

standar kebutuhan barang milik daerah bersama dengan SKPD 

terkait 

t) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan rencana 

kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan 

barang milik daerah dari pengguna barang 

u) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis 

penggunausahaan barang milik daerah 

v) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana 

kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah 

w) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan, 

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

telah disetujui Bupati 

x) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan 

inventarisasi barang milik daerah 
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y) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 2 (dua) Sub 

Bidang yaitu: 

a) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD 

b) Sub Bidang Optimalisasi dan Evaluasi BMD 

7) Bidang Pendapatan Daerah 

Bidang Pendapatan Daerah memiliki tugas merencanakan, menyusun 

pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi, 

mengawasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang 

pendapatan daerah. Bidang Pendapatan Daerah memiliki fungsi 

yaitu: 

a) Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman teknis bidang 

pendapatan daerah 

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah 

c) Pelaksanaan identifikasi  dan analisis data potensi pendapatan 

daerah  

d) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

penerimaan daerah 

e) Pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah 

f) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, 

pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak serta 

melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

g) Pelaksanaan verifikasi data omset wajib pajak, penetapan pajak 

dan retribusi daerah secara jabatan, penetapan pajak kurang 

bayar dan kurang bayar tambahan 

h) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah 

i) Pengelolaan pendaftaran, pendataan, dan pengadministrasian 

obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah 

j) Pengelolaan perhitungan, penetapan dan penerbitan dokumen-

dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah 

k) Pelaksanaan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah 

yang sudah daluwarsa 

l) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak daerah dan retrtibusi 

daerah  

m) Pelaksanaan validasi data sumber pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah 

n) Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data 

dan atau ketidaksesuaian terhadap obyek pajak daerah dan 

retribusi daerah 

o) Pengembangan dan penyelenggaraan upaya peningkatan PAD 

p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan 

Bidang Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 

a) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan Data 

b) Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan 
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8) Bidang PBB dan BPHTB  

Bidang PBB dan BPHTB memiliki tugas menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis, merencanakan, fasilitasi, koordinasi, mengawasi, 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang-bidang PBB dan 

BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB memiliki fungsi: 

a) Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman teknis bidang PBB 

dan BPHTB  

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang PBB dan BPHTB 

c) Pelaksanaan identifikasi, pengkajian dan analisis penerimaan 

PBB dan BPHTB berdasarkan potensi dan realisasi penerimaan 

d) Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB dan BPHTB 

e) Pelaksanaan penagihan dan pembuatan usul penghapusan 

piutang PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku 

f) Penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian-uraian banding, 

sanksi dan pemeriksaan atas permohonan keberatan dan 

pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang 

berlaku  

g) Penyelenggaraan dan pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan 

data dalam rangka meningkatkan PAD 

h) Melaksanakan pembuatan salinan SPPTD/SKPD/STPD, 

berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, dan instansi atau 

lembaga terkait 
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i) Melaksanakan pengamatan atas tingkat perbandingan antara 

besarnya pajak terutang dengan potensi PBB/BPHTB 

j) Membimbing kegiatan produksi data keluaran antara lain berupa 

: Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB), SPPT, STTS, SKP, STP, DHKP 

k) Menetapkan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) 

l) Menyiapkan bahan pembinaan PBB dan BPHTB serta 

pengembangan sistem perpajakan PBB dan BPHTB 

m) Menentukan besaran Nilai Jual/Perubahaan Nilai Jual Obyek 

Pajak (NJOP) PBB 

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan 

Bidang PBB dan BPHTB membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 

a) Sub Bidang Pendataan/Penilaian Pengolahan Data dan Informasi 

b) Sub Bidang Penagihan, Intensifikasi, Pelaporan dan Keberatan. 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2019 
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Pendataan dan 

Pengolahan Data 

 

Sub Bidang 

Penetapan, 

Penagihan, Pelaporan 

dan Keberatan 

 

Sub Bidang 

Pendataan, Penilaian, 

Pengolahan Data dan 

Informasi 

 

Sub Bidang 

Penagihan, 

Intensifikasi, 

Pelaporan dan 

Keberatan 

 

UPTD 
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B. Penyajian Data 

1. Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat  

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Pajak daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dengan melakukan 

pemungutan pajak di dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai daerah 

otonom Kabupaten Manggarai Barat memiliki kekuasaan untuk mengatur 

pemerintahannya dan dapat mengolah sumber-sumber penerimaan daerahnya 

dalam hal pajak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh 

Kabupaten Manggarai Barat antara lain : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaaan dan Pedesaan (PBB-P2) 

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Berikut adalah tabel target dan realisasi pendapatan pajak dari jenis-jenis 

pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 
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Tabel 3   Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah) 

Tahun 
Jenis Pajak Daerah 

Target Pendapatan 

Pajak Daerah 

(Rupiah) 

Realisasi 

Pendapatan Pajak 

Daerah (Rupiah) 

2017 

Pajak Hotel 10.574.186.875 11.135.849.457 

Pajak Restoran 7.083.172.750 7.905.885.332 

Pajak Hiburan 106.400.000 122.210.833 

Pajak Reklame 313.000.000 275.439.677 

Pajak Penerangan 

Jalan 

4.100.000.000 4.197.108.614 

PBB P-2 3.240.000.000 2.292.373.002 

BPHTB 13.080.389.000 13.794.409.139 

Total  38.497.148.625 39.723.276.054 

2018 

Pajak Hotel 15.902.838.800 15.498.808.523 

Pajak Restoran 10.224.259.000 10.449.294.183 

Pajak Hiburan 144.250.000 180.703.326 

Pajak Reklame 391.250.000 314.211.650 

Pajak Penerangan 

Jalan 

5.535.000.000 5.304.142.665 

PBB P-2 3.261.938.000 2.600.459.537 

BPHTB 23.544.700.200 20.039.543.915 

Total 59.009.236.000 54.392.752.799 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 

 

2. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 8 menyebutkan bahwa hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
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gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan 

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). Berikut adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi 

penerimaan pemungutan pajak hotel yang telah dipungut oleh 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2018. 

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah) 

Tahun Target Pendapatan Pajak 

Hotel (Rupiah) 

Realisasi Pendapatan Pajak 

Hotel (Rupiah) 

2017 10.574.186.875,00 11.135.849.457,00 

2018 15.902.838.800,00 15.498.808.523,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah salah satu pungutan pajak daerah Kabupaten 

Manggarai Barat. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran yang diatur di dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012. Berikut adalah tabel 

yang menjelaskan target dan realisasi penerimaan pemungutan pajak 

restoran yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Barat pada tahun 2017-2018. 
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Tabel 5  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran   

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah) 

Tahun Target Pendapatan Pajak 

Restoran (Rupiah) 

Realisasi Pendapatan Pajak 

Restoran (Rupiah) 

2017 7.083.172.750,00 7.905.885.332 

2018 10.224.259.000,00 10.449.294.183 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 

 

3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata 

a. Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata 

Pajak hotel di atas kapal wisata merupakan bagian dari penerimaan 

pajak hotel sebagai penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 58 Tahun 2017 pajak hotel di atas kapal wisata 

merupakan pajak yang dipungut atas fasilitas penyedia jasa-jasa 

penginapan/peristirahatan yang disediakan di atas kapal wisata. Berikut 

adalah tabel yang menunjukkan penerimaan pemungutan pajak hotel di 

atas kapal wisata yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat pada tahun 2017-2018: 

Tabel 6  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Atas    

Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah) 

Tahun Target Pendapatan Pajak 

Hotel di Atas Kapal Wisata 

(Rupiah) 

Realisasi Pendapatan Pajak 

Hotel di Atas Kapal 

Wisata (Rupiah) 

2017 864.000.000,00 40.075.285,00 

2018 1.008.000.000,00 81.482.406,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 
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b. Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata 

Pajak restoran di atas kapal wisata merupakan bagian dari penerimaan 

pajak restoran sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai 

Barat. Pajak restoran di atas kapal wisata dikenakan atas layanan 

penyediaan makanan dan/minuman di atas kapal wisata. Berikut 

merupakan tabel dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran di 

atas Kapal Wisata yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat pada tahun 2017-2018 : 

Tabel  7    Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Atas  

Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah) 

Tahun Target Pendapatan Pajak 

Restoran di Atas Kapal 

Wisata (Rupiah) 

Realisasi Pendapatan Pajak 

Restoran di Atas Kapal 

Wisata (Rupiah) 

2017 648.000.000,00 24.869.063,00 

2018 756.000.000,00 53.348.059,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 

4. Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas 

Kapal Wisata 

Pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata merupakan bagian dari 

pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemungutan pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata diatur dalam Perbup Nomor 58 

Tahun 2017. Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
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penyetorannya. Kegiatan pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal 

wisata telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2017 dan dilakukan seperti pada gambar 

3 : 

 

Gambar 3 Proses Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas 

Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat 

Sumber : Data Diolah, 2019  

Proses penghimpunan data objek dan subjek pajak merupakan langkah 

awal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam proses pemungutan. 

Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan 

dan pelayanan makanan/minuman serta jasa pendukung lain bagi umum yang 

dikelola secara komersial di atas kapal wisata merupakan objek dan subjek pajak 

yang harus didata untuk kepentingan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran 

di atas kapal wisata. Oleh karena itu, BPKD Kabupaten Manggarai Barat yang 

berwenang sebagai lembagai pemungut pajak hotel dan pajak restoran di atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

kapal wisata harus menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek 

pajak yang sesuai dengan kriteria pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata. 

Setelah melakukan penghimpunan data, orang pribadi atau badan yang 

bertanggung jawab atas objek pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

kemudian diberikan informasi mengenai permohonan hingga pengukuhan Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD 

wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata yang dibayarkan setiap bulannya. Penetapan 

pajak dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat dengan perhitungan 

besarnya pajak terutang sesuai dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2017. 

Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka 

dilakukan prosedur penagihan. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan 

pajak harus berdasarkan tunggakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib 

pajak dan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009. 

Pemungutan pajak yang baik harus diikuti dengan kegiatan pengawasan 

penyetoran sebagai upaya BPKD kabupaten Manggarai Barat dalam mengontrol 

penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan penyetoran 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat 

untuk menjaga ketertiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Tindakan pengawasan dari BPKD akan sangat memengaruhi 

efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.  
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Sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

menggunakan self assesment system sesuai dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2017. 

Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang 

untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak 

sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang 

terutang tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak 

yang terutang. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh BPKD 

sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati 

Nomor 38 Tahun 2018. Prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata terdiri dari tahap pendaftaran dan pendataan, tahap pembayaran, 

pelaporan, penetapan, tahap penagihan, tahap penetapan denda dan bunga. 

a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan 

Tahap pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan menghimpun data 

objek pajak dan subjek pajak. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan 

Pengolah Data menjadi penanggungjawab dalam proses pendaftaran dan 

pendataan wajib pajak dengan melakukan pendataan terhadap orang atau 

badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun 

yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Terdapat 3 (tiga) jenis upaya 

untuk mengidentifkasi wajib pajak di dalam SOP pendataan dan 

pendaftaran wajib pajak yaitu melalui petugas pendataan, informasi pihak 

ketiga, dan wajib pajak yang mendaftarkan diri langsung ke BPKD 

Kabupaten Manggarai Barat.   
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 Dalam proses pendataan, BPKD Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama 

dengan Dinas Pariwisata sebagai upaya mengidentifikasi wajib pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi 

selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolah Data 

sebagai berikut : 

 “Untuk data potensi ini kami (BPKD) bekerja sama dengan Dinas 

Pariwisata, nah data yang kami terima itu data kapal wisata yang 

berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan pajak daerah, karena 

disini Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan yang mempunyai 

tugas untuk mendata kapal wisata yang beroperasi di perairan 

Labuan Bajo ini. Jadi waktu itu kami minta data lalu dari data itu 

kami pilah sendiri mana-mana saja jenis kapal yang bisa menjadi 

potensi pajak ini.”(wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09.30 

WITA) 

Pihak BPKD merasa sulit untuk melakukan identifikasi sendiri wajib pajak 

untuk pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh Ibu Feli 

selaku staff pelaksana sebagai berikut : 

“Untuk mendata sendiri itu sulit karena kami (BPKD) kekurangan 

sumber daya manusia (SDM) sementara kapal ada begitu banyak, 

jadi untuk cepatnya kami langsung minta di dinas pariwisata karena 

selain itu juga datanya lebih pasti, kan itu kapal wisata sudah 

terdaftar semua to, jadi lebih memudahkan kita untuk pendataan.” 

(wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09.30 WITA). 

Wajib pajak bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan 

mendatangi langsung kantor BPKD dan mengikuti prosedur pendaftaran 

dengan mengisi formulir dan membawa dokumen yang diminta. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Roni selaku wajib pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut : 
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“Untuk pajak kapal itu kita (wajib pajak) dari awal mula buka dari 

2016 sudah langsung daftar. Sebelumnya kita disini kontrak lokasi, 

sebelumnya ada de lounge yang sudah terdaftar juga, karena ada 

peralihan owner, yaudah kita sebelum buka restoran termasuk 

kapal wisata, kita udah daftar di BPKD. Daftarnya ya saya sendiri 

yang mendatangi langsung BPKD ya itu kita ngisi formulir terus 

bawa dokumen yang diminta, udah gitu aja sih.” (wawancara pada 

14 Mei 2019 pukul 14:00 WITA) 

Terhadap wajib pajak yang teridentifikasi oleh pihak ketiga, petugas 

pendataan akan terlebih dahulu mendatangi wajib pajak ke lokasi 

usahanya. Kemudian, petugas pendataan memberikan informasi mengenai 

formulir permohonan NPWPD. Setelah mendapatkan data tentang objek 

pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak 

maka dilakukan proses pendaftaran sebagai berikut : 

1. Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir 

permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).  

2. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data 

membuat Surat Keputusan (SK) Pengukuhan, SK Penunjukan 

dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam buku 

induk 

3. SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib 

pajak diajukan kepada Kepala Badan BPKD untuk 

ditandatangani 

4. Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu 

NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda 

Terima. 
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5. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan 

Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah 

kepada wajib pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat 

oleh pelanggan 

6. Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usaha efektif dilakukan, maka 

Sub Bidang Perencanaan, Pendataan, Pengolahan data dan 

Penetapan akan melakukan pendaftaran secara jabatan  

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran dan pendataan adalah 3 (tiga) hari 

kerja sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang 

permohonan pendaftaran diisi secara lengkap, apabila permohonan 

ditandatangani orang lain, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa 

Khusus. Formulir dan persyaratan akan dikembalikan kepada wajib pajak 

jika dinyatakan tidak lengkap dan disertai catatan jenis dokumen 

persyaratan yang belum lengkap. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh 

BPKD Kabupaten Manggarai Barat, berikut subjek pajak yang telah 

terdaftar dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak hotel dan pajak restoran 

di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017-2018 

Tabel 8  Data Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal 

Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 

No. Tahun Jumlah Wajib Pajak  

1 2017 120 

2 2018 123 

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019 
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Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 123 

(seratus dua puluh tiga) orang/badan.  Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi 

sebagai berikut : 

“iya jadi jumlah yang terdaftar sepanjang tahun 2017 itu 120 kapal 

wisata, nah tahun 2018 itu ada sekitar 3 kalau tidak salah yang baru 

mendaftarkan diri. Yang 120 itu kami awalnya dapat data dari Dinas 

Pariwisata tapi ada juga beberapa yang datang daftar sendiri nah itu 

yang daftar sendiri karena mereka juga punya usaha hotel kalau tida 

restoran yang di daratan, nah kalau yang begitu kan mereka memang 

sudah tau peraturan dan sudah sadar juga jadi mereka langsung datang 

lapor diri.” (wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 13:30 

WITA)  

 

b. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Penyetoran 

Setiap akhir masa pajak wajib pajak melaporkan objek pajak dengan 

mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan 

petugas pelayanan Bidang Pendapatan Daerah atau dengan membawa 

sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi berupa kartu 

NPWPD, Bukti Setoran, Bukti Penerimaan. Setiap wajib pajak mengisi 

SPTPD setiap bulan dan wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya 

kepada pemerintah daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sub 

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pengolahan Data melakukan verifikasi 

terhadap SPTPD yang telah disampaikan. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh ibu Feli selaku staff pelaksana Sub Bidang Perencanaan, 

Pendataan, dan Pengolahan Data yaitu sebagai berikut : 
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“Wajib pajak datang, pendataan, mereka (wajib pajak) bawa 

laporan keuangan, setor, dicek, kalau sesuai kita terima tapi kalau 

ada kurang, misal yang sering terjadi itu mereka lupa untuk 

stempel, nah itu kami (pegawai) tidak bisa melanjutkan verifikasi 

jadi kembalikan ke mereka, ya begitu contohnya.”(wawancara pada 

tanggal 03 Mei 2019 pukul 09:30 WITA) 

Pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata menggunakan sistem 

pemungutan pajak yaitu self assesment system menurut Perbup Nomor 58 

Tahun 2017, maka dari itu wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak 

terutang. Besarnya pajak terutang dihitung dengan menggunakan tarif yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan tarif pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata merupakan hasil kesepakatan antara 

pemerintah daerah dengan wajib pajak melalui sosialisasi yang diadakan 

oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Tomi selaku Ketua Sub Bidang Penetapan, Penagihan, 

Pelaporan dan Keberatan yaitu sebagai berikut:  

 “Disini kita (BPKD) mengundang semua pelaku usaha pada akhir 

tahun 2016. Kita melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha 

kapal wisata. Kita mengundang mereka di kantor Syah Bandar 

sehingga dalam hasil kesepakatan tersebut lahirlah peraturan bupati 

terkait perhitungannya, karena kalau 10% dari nilai paket cukup 

sulit karena banyak item didalam paket yang diluar objek pajak 

contohnya clearing, bayar karcis masuk, bahan bakar, dan lain-lain. 

Sehingga buat kesepakatan untuk menentukan pajak hotel dari total 

nilai paket dikali 20% lalu untuk pajaknya dikali 10% waktu itu. 

Setelah itu melakukan pendataan di kantor-kantor wisata ini, tapi 

dalam perjalanannya banyak pemiliknya di luar daerah Kabupaten 

Manggarai Barat.” (wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09:30 

WITA) 

 

Dari hasil kesepakatan penetapan tarif pajak antara pemerintah daerah 

dengan wajib pajak maka diperoleh perhitungan untuk menetapkan besarnya 
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pajak terutang yaitu untuk pajak hotel di atas kapal wisata, maka biaya 

pelayanan hotel yaitu sebesar 20% dari harga paket wisata dikalikan dengan 

10% tarif pajak hotel. Kemudian,  untuk perhitungan pajak terutang pajak 

restoran di atas kapal wisata, maka biaya pelayanan restoran yaitu sebesar 

15% dari harga paket wisata dikalikan dengan 10% tarif pajak restoran.  

Pelaksanaan self assesment system  untuk pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata sudah berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Roni selaku wajib pajak : 

“Kalau pajaknya ya kami ngitungnya sesuai dengan kesepakatan 

waktu itu mbak, jadi itu untuk pajaknya biaya pelayanan hotel dan 

restoran dikalikan dulu ya itu yang hotel 20% terus yang restoran 

itu 15%. Nah kalau yang pajak hotel biasa itu kan tarifnya itu 10% 

tapi gak ada dikalikan biaya pelayanan kayak pajak kapal ini. Jadi 

setelah hitung biaya pelayanannya baru deh dikali itu yang 10% 

tarif pajak yang sesungguhnya.”(wawancara pada 14 Mei 2019 

pukul 14:00 WITA) 

 

Wajib pajak yang telah melakukan perhitungan pajak sendiri dan 

menyampaikan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD yang 

jumlahnya diisi oleh petugas berdasarkan laporan yang diberikan wajib 

pajak, maka selanjutnya adalah pembayaran. Wajib pajak harus membayar 

pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang. Pajak yang 

terutang dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) ke bendahara penerimaan/ kas daerah melalui Bank yang 

telah ditunjuk atau dengan melakukan transfer ke rekening Kas Daerah.  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ni selaku petugas loket 

BPKD yaitu sebagai berikut : 
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“wajib pajak datang, mereka bawa SPTPD. SPTPD ini surat 

pemberitahuan dan mereka isi sendiri di rumah. Nah, mereka bawa 

SPTPD dan laporan keuangan terus dicek, kalau sesuai kita 

(petugas loket) terima lalu kita isi angka berdasarkan laporan wajib 

pajak. Setelah itu diterbitkan SSPD, lalu mereka (wajib pajak) 

bayar sendiri di bank setelah itu mereka pergi kesini lagi untuk 

memberikan bukti pembayaran dari bank. Kalau transfer disertakan 

bukti transfer ke rek PAD (Pendapatan Asli Daerah).” (wawancara 

pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 10:30 WITA)   

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018, wajib Pajak yang 

telah melakukan pembayaran, menyerahkan SPTPD dan salinan SSPD ke 

loket BPKD, lalu loket BPKD membuat Tanda Terima rangkap 2 (dua), 

lembar 1 (satu) diserahkan kepada wajib pajak dan lembar 2 (dua) untuk 

arsip. Atas berkas SPTPD, SSPD dan Tanda Terima sub bidang penagihan, 

pelaporan dan keberatan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, 

serta keabsahan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk Nota 

Perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh 

Kepala Sub Bidang dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 

2 (dua) hari kerja setelah berkas diterima. Berdasarkan Nota perhitungan 

Sub bidang perencanaan, pendataan dan pengolahan data membuat SKPD 

dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kabid Pendapatan Daerah 

sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam 

hal pembayaran objek pajak.  

Berdasarkan hasil dari nota perhitungan SKPD dapat berupa Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika hasil pemeriksaan 

pajak terutang kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

Tambahan (SKPDKBT) yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan 

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB) yaitu jumlah kelebihan pembayaran dari pajak 

terutang atau yang seharusnya tidak terutang, dan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil (SKPDN) yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan 

besarnya kredit pajak. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN dikirim ke 

wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani oleh 

Kepala Badan/ Kabid Pendapatan Daerah.  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, wajib pajak yang 

telah menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan keberatan apabila 

tidak setuju dengan surat ketetapan yang diterima yaitu dengan mengajukan 

surat keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala 

Badan BPKD maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB 

diberikan. Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan akan 

mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah diterima surat keberatan. Terhadap wajib pajak 

yang menerima SKPDKB harus membayar melalui Bendahara Penerimaan 

dengan mengisi SSPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak keputusan 

diterima.     

c. Tahap Penagihan 

Proses penagihan pajak dilakukan oleh Sub Bidang penetapan, penagihan, 

pelaporan dan keberatan. Proses penagihan dilakukan apabila wajib pajak 
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sudah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum 

memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pajaknya 

sampai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Proses penagihan 

dilakukan dengan mengunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sanksi 

administrasi yang dikenakan sebesar 2% (dua persen) dan dilakukan 

menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Hal ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Ibu Ni yaitu sebagai berikut : 

“Misal ada keterlambatan pelaporan itu bulan berikutnya akan 

dikenakan sanksi 2%, terlambat lapor berarti belum bisa setor, nanti 

lapor tgl 1 bulan berikutnya perhitungan sudah otomatis dihitung 

dengan denda, nah itu kalau itu pakai STPD itu surat tagihan pajak 

daerah ”(wawancara pada 09 Mei 2019 pukul 10:30 WITA) 

 

Proses penagihan yang dilakukan oleh BPKD terbatas di Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD) dan Surat Teguran terhadap wajib pajak yang 

terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali di akhir masa 

pajak. Penagihan tidak dapat dilanjutkan dengan Surat Paksa dikarenakan 

tidak ada Jurusita dan seharusnya dilakukan oleh bidang penindakan, 

sedangkan dalam struktur organisasi BPKD tidak terdapat bidang 

penindakan didalamnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Tomi yaitu sebagai berikut : 

“Kalau kita (petugas pungut) sekarang batasnya hanya sampai di surat 

teguran alasannya belum ada jurusita dan begini nona, bidang yang 

menangani harus bidang penindakan, nah tapi disini kami tidak ada itu 

bidang penindakan sehingga batasnya hanya di surat teguran saja. 

Kalau ada jurusita maka dikeluarkan surat paksa, sehingga jika tidak 

dibayar maka jurusita yang bertindak. Sistem penagihan terbatas di 

surat teguran”(wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 10:45 WITA) 
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Sampai saat ini tindakan penagihan yang dilakukan oleh BPKD belum 

berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 

Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki peraturan daerah yang mengatur 

lebih  jelas terkait mekanisme penagihan pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata, sehingga tindakan penagihan masih belum tegas. Wajib 

pajak yang sudah menerima Surat Teguran tidak mendapatkan tindak lanjut 

dari pihak BPKD walaupun kewajiban atas Surat Teguran yang diterima 

tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

oleh Ibu Christin selaku pegawai dari salah satu wajib pajak kapal wisata 

yang tidak patuh yaitu sebagai berikut : 

“Sepertinya tahun lalu (2018) staff pernah kasih tau ada surat untuk 

kapal wisata tapi saya tidak tau kalau ada pajak seperti ini dan itu 

ternyata Surat Teguran, waktu itu juga lupa terus mau urus itu pajak 

dan BPKD juga tidak ada datang tagih lagi jadi ya sama-sama lupa 

sudah kita.” (wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 15:30 

WITA) 

  

d. Tahap Pengawasan Penyetoran 

Pengawasan penyetoran merupakan tahap akhir dari proses pemungutan 

pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Kegiatan pengawasan 

penyetoran yang dilakukan oleh BPKD yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan lapangan terutama terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban perpajakan di masa pajak tertentu. Petugas pungut langsung 

mendatangi lokasi wajib pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya dan dari hasil pemeriksaan 
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lapangan itu sering ditemukan bahwa kapal wisata tidak lagi beroperasi atau 

telah berpindah kepemilikian atau dijual. Pengawasan penyetoran juga 

dilakukan dengan mencatat semua penerimaan, melakukan pengarsipan, 

serta dokumentasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tomi sebagai berikut : 

“ Kami (BPKD) untuk pengawasan ya biasanya turun langsung ke 

lapangan, lalu dari surat setoran kapan mereka terakhir bayar na itu 

kita arsipkan, kalau turun langsung ke lapangan tu supaya kami bisa 

lihat langsung benar tidak kalau mereka bilang kapal mereka tidak 

beroperasi atau sudah dijual, karena kalau tidak begitu kita tidak 

punya bukti mereka lalai akan kewajibannya atau tidak, nah untuk itu 

juga pas kami turun ke lapangan kami juga melakukan dokumentasi 

na itu juga sebagai bukti.”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 

pukul 10:45 WITA) 

 

 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di 

Atas Kapal Wisata  

Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata 

dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan 

target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam mengukur nilai efektivitas 

digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

690.900-327 Tahun 1996. Hasil efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di 

atas kapal wisata Kabupaten Manggarai Barat selama periode tahun 2017-2018 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 9  Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas 

Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018  

Jenis 

Pajak 

Tahun Target 

Penerimaan 

(Rupiah) 

Realisasi 

Penerimaan 

(Rupiah) 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

Pajak 

Hotel di 

Atas 

Kapal 

Wisata 

 

2017 

 

864.000.000,00 40.075.285,00 4,638% Tidak 

Efektif 

2018 1.008.000.000,00 81.482.406, 00 8,083% Tidak 

Efektif 

Pajak 

Restoran 

di Atas 

Kapal 

Wisata 

2017 648.000.000,00 24.869.063,00 3,837% Tidak 

Efektif 

2018 756.000.000,00 53.348.059,00 7,056% Tidak 

Efektif 

Sumber: Data diolah, 2019  

 Berikut adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung tingkat 

efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2018 berdasarkan Halim pada halaman 

22 adalah sebagai berikut : 

  Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak
 x 100% 

a. Efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut: 

 Tahun 2017 = 
Rp   40.075.285, 00

Rp  864.000.000, 00
 x 100% = 4,638% 

 Tahun 2018 = 
Rp   81.482.406,00

Rp  1.008.000.000, 00
 x 100% = 8,083% 
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b. Efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut: 

Tahun 2017 = 
Rp   24.869.063, 00

Rp  648.000.000, 00
 x 100% = 3,837% 

Tahun 2018 = 
Rp   53.438.059,00

Rp  756.000.000, 00
 x 100% = 7,056% 

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan target penerimaan pajak yang telah 

ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata yang telah diterima dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun periode 2017-2018. Tingkat efektivitas 

dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dapat 

diketahui dengan menghitung perbandingan antara realisasi dengan target 

penerimaan pajak. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak hotel di atas kapal 

wisata sebesar Rp 864.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah 

sebesar Rp 40.075.285,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target 

penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata 

pada tahun 2017 adalah sebesar 4,638%. Tahun 2018 target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata mengalami peningkatan. Target 

penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar Rp 1.008.000.000,00 dan realisasi 

penerimaan pajak adalah sebesar Rp 81.482.406,00. Hasil dari perbandingan 

antara realisasi dengan target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas 

pajak hotel di atas kapal wisata pada tahun 2018 adalah sebesar 8,083%. Tingkat 

efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2018 tergolong dalam kriteria tidak efektif karena tingkat efektivitas kurang 

dari 60%. 
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Pada tahun 2017 target penerimaan pajak restoran di atas kapal wisata 

adalah sebesar Rp 648.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 

Rp 24.869.063,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target 

penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di atas kapal 

wisata pada tahun 2017 adalah sebesar 3,837%. Target dan realisasi penerimaan 

pajak mengalami peningkatan pada tahun 2018. Target penerimaan pajak 

meningkat menjadi sebesar Rp 756.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak 

adalah sebesar Rp 53.438.059,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan 

target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di atas 

kapal wisata pada tahun 2018 adalah sebesar 7,056%. Tingkat efektivitas pajak 

restoran di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 

tergolong dalam kriteria tidak efektif karena tingkat efektivitas kurang dari 60%. 

Dari pengumpulan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata selama 2 (dua) periode tahun 2017 dan 2018 

maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas 

kapal wisata tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak tidak 

memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada Bapak Jimi selaku 

Ketua Bidang Pendapatan Daerah pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 10:30 WITA. 

Pertanyaan :  “Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sangat jauh dari target yang  

telah ditetapkan. Baik pajak hotel maupun pajak restoran di atas 

kapal wisata keduanya tidak memenuhi target. Pajak hotel di atas 

kapal wisata targetnya Rp 864.000.000,00 tapi realisasinya hanya 

Rp 40.075.285 dan untuk pajak restoran di atas kapal wisata 

targetnya Rp 648.000.000,00 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 
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24.869.000,00. Mengapa realisasinya tidak dapat memenuhi target 

yang telah ditetapkan ?” 

Jawaban  :  “Iya memang target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi, kami 

juga buat target ini berdasarkan jumlah keseluruhan wajib pajak 

terdaftar dan yang sudah menghadiri sosialisasi pada tahun 2016. 

Itu kan yang terdaftar ada 120 wajib pajak jadi kami bikin target 

berdasarkan jumlah itu tapi pada kenyataannya yang bayar cuma 

sedikit, bahkan tidak sampai 10 wajib pajak. Kami sudah 

sosialisasikan tapi wajib pajaknya yang tidak patuh, padahal sudah 

dikasih tahu. Mereka yang bayar itu ya yang usaha kapal wisatanya 

melekat dengan hotel dan restoran di darat.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa target 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata ditetapkan sesuai 

dengan jumlah wajib pajak yang telah tedaftar dan menghadiri sosialisasi terkait 

pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang diselenggarakan oleh 

BPKD Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016. Jumlah wajib pajak yang 

telah terdaftar dan menghadiri sosialisasi adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) 

wajib pajak. Tetapi pada kenyataannya jumlah wajib pajak yang patuh untuk 

membayar pajak sangat sedikit jika dilihat dari jumlah keseluruhan wajib pajak 

yang telah terdaftar yaitu kurang dari 10 (sepuluh) wajib pajak. Wajib pajak yang 

taat membayar salah satunya adalah wajib pajak yang usaha kapal wisatanya 

tergabung dengan usaha hotel dan/atau restoran di darat. Hal ini diperkuat dengan 

wawancara terhadap Bapak Roni selaku pegawai dari Kapal Wisata Boat Explorer 

yang merupakan salah satu wajib pajak atas pajak hotel dan pajak restoran di atas 

kapal wisata, wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 12:00 WITA. 

Pertanyaan : “Sejak kapan wajib pajak mulai mendaftarkan diri dan apakah pajak 

selalu dilaporkan setiap bulan ?” 
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Jawab : “Untuk pajak kapal itu kita mulai dari awal buka tahun 2016 ya kita 

uda langsung daftar, nah sebelumnya ada restoran de lounge itu 

dulunya nama restoran yang di darat ini ya, nah itu juga yang udah 

terdaftar itu udah lama dari tahn 2012 dia, tapi karena ada peralihan 

owner dan kita ada beberapa renovasi terus ada penambahan usaha 

kapal wisata ini jadi sebelum mulai buka dan beroperasi kita udah 

daftar di BPKD. Nah kalau bayar pajak kita ya tiap bulan, dari awal 

usaha dibuka.” 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebelum usaha kapal 

wisata dibuka, wajib pajak merupakan wajib pajak restoran yang terdaftar sejak 

tahun 2012. Setelah pengalihan kepemilikan restoran, dilakukan beberapa 

renovasi dan penambahan usaha yaitu kapal wisata. Wajib pajak mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak sejak sebelum usaha kapal wisata dibuka dan beroperasi 

yaitu pada tahun 2016.   

 Pada tahun 2018 target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan. Peningkatan target dan 

realisasi terjadi karena bertambahnya jumlah wajib pajak. Hal ini diperkuat 

dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rensi selaku Kepala Sub Bidang 

Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan Data pada 13 Mei 2019 pukul 09:00 

WITA. 

Pertanyaan : “Apa yang menyebabkan peningkatan pada target penerimaan pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata di tahun 2018 ?” 

Jawab  : “Jadi di pertengahan tahun 2017 ada wajib pajak baru yang 

mendaftar dan itu ada 3 kapal wisata yang daftar. Dan mereka sudah 

mulai lapor dari bulan Oktober tahun 2017 itu makanya kita naikkan 

targetnya.” 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bertambahnya 

jumlah wajib pajak yang terdaftar dan mulai melaporkan pajak pada bulan 

Oktober tahun 2017 mempengaruhi peningkatan target penerimaan pajak hotel 
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dan pajak restoran di atas kapal wisata untuk tahun 2018. Realisasi penerimaan 

pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata turut meningkat pada tahun 

2018. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rensi 

Pertanyaan : “Apakah ada peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran 

di atas kapal wisata pada tahun 2018 ?” 

Jawab  : “Kalau peningkatan itu ada tapi sedikit sekali nona dan sama sekali 

tidak efektif karena belum ada yang mencapai target sejauh ini, 

untuk pajak kapal wisata ini.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2018 

masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga hasilnya tidak 

efektif. Upaya penagihan secara langsung ke lapangan telah dilakukan oleh pihak 

BPKD Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ada perubahan atas kesadaran 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan 

wawancara kepada Bapak Tomi selaku kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, 

Pelaporan dan Keberatan pada 13 Mei 2019pukul 13:30 WITA. 

Pertanyaan : “Target dan realisasi pajak meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi 

realisasi penerimaan pajak tetap tidak dapat memenuhi target 

penerimaan yang telah ditetapkan. Bagaimana pendapat Bapak 

tentang hal ini ?” 

Jawab : “Kami sendiri juga bingung kenapa, padahal sosialisasi sudah 

dilakukan, kasih surat teguran sudah, tapi wajib pajak ini tidak juga 

datang lapor. Kami waktu itu pernah sampai turun ke pelabuhan 

untuk datang ke kapal wisata, kapalnya ada tapi untuk kita hubungi 

wajib pajaknya ini setengah mati karena mereka ini kapalnya saja 

yang sandar di pelabuhan tapi pemiliknya atau si wajib pajak ini 

tidak berdomisili di Labuan Bajo dan agak sulit dihubungi, jadi kita 

sering pulang tangan kosong, kadang juga kita sudah kasih surat 

teguran tapi sama saja tidak ada perubahan.” 
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Pertanyaan : “Setelah itu apakah upaya dari BPKD hanya berhenti sampai di surat 

teguran dan mendatangi langsung wajib pajak ?” 

Jawab  : “Iya, kami hanya terbatas sampai disitu. Kami ini juga kekurangan 

SDM (Sumber Daya Manusia) kami ini satu bidang hanya 9 orang 

terus staff saya hanya 5 orang, terus biaya untuk lakukan penagihan 

dari kapal ke kapal ini cukup besar karena kalau untuk ke kapal 

yang dia parkir di pulau-pulau bukan di pelabuhan itu kita harus 

pakai speedboat dan itu sewa dalam satu hari bisa Rp 1.000.000,00 

sampai dengan Rp 2.500.000,00, kami pernah melakukan itu tapi 

hanya 3 kapal saja yang bisa kami yang jangkau karena makan 

waktu juga, 3 kapal itu saja kami mau 4 jam untuk datang tagih, 

apalagi harus pergi tagih ratusan ini kami kewalahan nona.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPKD 

sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan sosialisasi, 

memberikan surat teguran, dan mendatangi langsung lokasi kapal wisata namun 

wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan pajaknya. 

Beberapa kendala yang dialami oleh pihak BPKD dalam upaya pemungutan pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu kesulitan untuk menghubungi 

wajib pajak yang tidak berdomisili di Labuan Bajo, jumlah Sumber Daya Manusia 

(SDM) Bidang Pendapatan Daerah yang terbatas, biaya yang cukup besar dan 

waktu yang dihabiskan untuk melakukan penagihan secara langsung tidak efisien. 

Hal ini berpengaruh terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas 

kapal wisata sehingga tergolong dalam kriteria tidak efektif. 

 Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

dipengaruhi oleh kinerja BPKD Kabupaten Manggarai Barat dan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kerjasama dan 

koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan wajib pajak 
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menyebabkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

tidak efektif. Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus lebih optimal 

untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan 

untuk mendukung terlaksananya kebijakan atas pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata.   

 

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal 

Wisata Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan komponen penting 

dalam Pendapatan Asli Daerah. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat salah satunya dengan 

memperluas objek pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata merupakan hasil dari perluasan objek pajak daerah dilihat dari potensi yang 

dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata. Pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata harus mampu berkontribusi terhadap 

penerimaan pajak daerah karena pemungutan pajak ini merupakan hasil dari 

kewenangan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. Setiap kapal wisata yang menyediakan layanan hotel 

dan restoran dikenakan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sesuai 

dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Berikut adalah tabel 10 yang 
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menunjukkan besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.  

Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas  

Kapal Wisata Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Tahun 2017-2018 

Jenis Pajak 

Daerah 

Tahun Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel di 

Atas Kapal 

Wisata (Rupiah) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Daerah  

(Rupiah) 

Kontribusi 

(%) 

Pajak Hotel di 

Atas Kapal 

Wisata 

2017 40.075.285,00 39.723.276.054 0,100% 

2018 81.482.406,00 54.392.752.799 0,149% 

 

Pajak Restoran 

di Atas Kapal 

Wisata 

2017 24.869.063,00 39.723.276.054 0,062% 

2018 53.348.059,00 54.392.752.799 0,098% 

Sumber : Data Diolah, 2019 

  Hasil persentase kontribusi tersebut berasal dari perbandingan realisasi 

pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata  dengan pajak daerah seperti di 

bawah ini: 

    Kontribusi = 
𝑥

𝑧
 x 100% 

Keterangan : 

X : Realisasi pajak hotel dan/atau pajak restoran di atas kapal wisata 

Z : Realisasi pajak daerah  

a. Kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut: 

 Tahun 2017 = 
Rp   40.075.285, 00

Rp  39.723.276.054, 00
 x 100% = 0,100% 
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 Tahun 2018 = 
Rp   81.482.406,00

Rp  54.392.752.799, 00
 x 100% = 0,149% 

b. Kontribusi pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut: 

Tahun 2017 = 
Rp  24.869.063, 00

Rp  39.723.276.054, 00
 x 100% = 0,062% 

Tahun 2018 = 
Rp   53.438.059,00

Rp  54.392.752.799, 00
 x 100% = 0,098% 

 Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat kontrbusi pajak hotel di atas 

kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat pada 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan 

pajak hotel di atas kapal wisata adalah sebesar Rp 40.047.285,00. Besarnya 

kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu 

sebesar 0,100% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 39.723.276.054,00. 

Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata mengalami 

peningkatan menjadi sebesar Rp 81.482.406,00. Besarnya kontribusi pajak hotel 

di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,149% dari 

total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 54.392.752.799,00. Kontribusi pajak 

hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 

sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam golongan rasio 0,00%-10,00% yaitu 

sangat kurang. 

 Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran di 

atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat 

lebih sedikit dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel di 

atas kapal wisata. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran di atas 
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kapal wisata adalah sebesar Rp 24.869.063,00 dan memberi kontribusi sebesar 

0,062% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 39.723.276.054,00. Pada 

tahun 2018 penerimaan pajak restoran di atas kapal wisata meningkat menjadi 

sebesar Rp 53.348.059,00 dan memberikan kontribusi sebesar 0,098% dari total 

penerimaan pajak daerah sebesar Rp 54.392.752.799,00. Kontribusi yang 

diberikan pajak restoran di atas kapal wisata termasuk dalam golongan rasio 

0,00%-10,00% yaitu sangat kurang. 

 Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat kontribusi pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata terhadap realisasi penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

sehingga tingkat kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat 

turut meningkat. Namun, besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat 

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tergolong sangat kurang karena 

termasuk dalam golongan rasio 0,00%-10,00%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata perlu ditingkatkan 

sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak 

daerah Kabupaten Manggarai Barat.  
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3. Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di 

Atas Kapal Wisata 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 

Tahun 2017 bahwa pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya 

pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Proses 

pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak sebagai 

pedoman dan syarat pemungutannya. Berikut ini disajikan analisis implementasi 

proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang 

dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat : 

a. Tahap pendaftaran dan pendataan 

Proses pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak sudah 

sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan pendaftaran dan 

pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan 

untuk diberikan kepada wajib pajak. Pendataan dilakukan terhadap 

orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak 

kapal wisata yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib 

pajak. Kegiatan pendataan dilakukan oleh BPKD dengan cara operasi 

lapangan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan wajib pajak yang 

mendaftarkan diri langsung ke BPKD.   
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  Proses pendataan wajib pajak kapal wisata oleh BPKD Kabupaten 

Manggarai Barat dilakukan sesuai dengan asas economy of collections 

menurut Adam Smith dalam Anggoro yaitu pemungutan pajak 

dilakukan seefisien mungkin yang berarti biaya pemungutan pajak tidak 

lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Proses pendataan wajib 

pajak melalui operasi lapangan memiliki keterbatasan dalam hal biaya 

dan fasilitas yang dibutuhkan petugas pendataan untuk menjangkau 

lokasi parkir setiap kapal wisata yang berada di pulau-pulau kecil 

sekitar perairan Kabupaten Manggarai Barat. Proses pendataan wajib 

pajak dilakukan secara efisien oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai 

Barat dengan bekerja sama melalui pihak ketiga yaitu Dinas Pariwisata 

dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini 

dikarenakan untuk dapat mengoperasikan kapal wisata, wajib pajak 

wajib melaporkan diri terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata dan 

kemudian memperoleh ijin berlayar dari Dinas Perhubungan. Proses 

pendataan dengan bekerja sama melalui pihak ketiga lebih efisien jika 

dibandingkan dengan operasi lapangan. 

  Proses pendataan melalui pihak ketiga mendapatkan hasil berupa 

data kapal wisata beserta orang atau badan yang bertanggung jawab atas 

pengelolaannya. Pada tahun 2017 wajib pajak yang terdata melalui 

kerjasama dengan pihak ketiga berjumlah sebanyak 120 (seratus dua 

puluh) wajib pajak. Proses pendataan juga terlaksana melalui wajib 

pajak yang mendaftarkan diri secara langsung ke BPKD Kabupaten 
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Manggarai Barat. Wajib pajak yang mendaftarkan diri secara langsung, 

sebelumnya sudah termasuk dalam data yang diterima oleh pihak 

BPKD melalui pihak ketiga. Salah satu wajib pajak yang melakukan 

pendaftaran sebagai wajib pajak sebelum usaha mulai dibuka yaitu 

wajib pajak kapal wisata Boat Explorer. Pada tahun 2018 jumlah wajib 

pajak bertambah menjadi sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) wajib 

pajak. 

   Proses pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang telah 

didata dan memenuhi kriteria sebagai objek dan subjek pajak hotel dan 

restoran di atas kapal wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 

58 Tahun 2017. Proses pendaftaran oleh BPKD Kabupaten Manggarai 

Barat dilakukan secara fleksibel. Proses pendaftaran dapat dilakukan 

secara langsung saat operasi lapangan maupun di kantor BPKD 

Kabupaten Manggarai Barat.  

   Proses pendaftaran diawali dengan pemberian informasi mengenai 

kewajiban pajak daerah oleh petugas pendataan. Setelah itu wajib pajak 

diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Formulir permohonan diproses 

oleh Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data untuk 

dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan, SK Penunjukkan dan 

Kartu NPWPD wajib pajak yang dicatat ke dalam Buku Induk. SK 

Pengukuhan, SK Penunjukkan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan 

kepada Kepala BPKD untuk ditandatangani. Setelah itu petugas 
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mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD 

kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. Bagi wajib 

pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari sejak usaha efektif dilakukan, maka akan dilakukan 

pendaftaran secara jabatan. Proses pendataan dan pendaftaran yang 

dilakukan oleh pihak BPKD merupakan bentuk pelayanan terhadap 

wajib pajak untuk memudahkan proses pemungutan pajak khususnya 

pajak hotel dan pajak restoran di atas  di wisata.  

b. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Penyetoran 

 Pada tahap pembayaran, pelaporan dan penyetoran pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata terdapat beberapa tahapan yang pada 

pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 

25 Tahun 2016 sebagaimana diatur dengan lebih jelas di dalam 

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan SOP, 

pada tahap pelaporan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib 

mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah 

disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan Daerah di setiap awal 

masa pajak dan harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari 

setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD sekurang-kurangnya memuat 

data wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis usaha, peralatan yang 

digunakan, jumlah omset dan pajak terutangnya, dan fasilitas penunjang 
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yang bisa disediakan dengan pembayaran. SPTPD harus diisi dengan 

lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak.  

 Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak masih kurang 

karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, wajib pajak melapor pada tanggal 

20 (dua puluh) atau 20 hari setelah berakhirnya masa pajak dimana 

sudah melewati batas akhir pelaporan dan penyetoran. Hal ini tida 

sesuai dengan asasi convenience of payment pajak dipungut pada saat 

yang tepat. Selain itu, hanya ada satu wajib pajak yang datang untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk masa pajak April. Menurut 

Brian Hogwoos dan Lewis dalam Wahab (2015: 167) salah satu syarat 

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna 

yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 

dan mendapat kepatuhan yang sempurna. Perbup Nomor 25 Tahun 

2016 belum diimplementasikan dengan sempurna hal ini karena wajib 

pajak yang telah terdaftar tidak melaksanakan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

 Pada tahap pembayaran dan penyetoran dilaksanakan sesuai 

dengan SOP. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

menggunakan sistem self asessment yang artinya wajib pajak 

menentukan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan 

yang telah ditetapkan dalam Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor 
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58 Tahun 2017. Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan sendiri 

oleh wajib pajak dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) kepada bendahara penerimaan/kas daerah melalui 

bank yang telah ditunjuk atau dengan melakukan transfer ke rekening 

Kas Daerah. Kemudian SPTPD dan salinan SSPD dilaporkan ke Loket 

BPKD untuk dibuatkan Tanda Terima.  

 Berkas yang diterima oleh petugas yaitu berupa SPTPD, SSPD dan  

Tanda Terima kemudian dilakukan verifikasi terkait kebenaran dan 

keabsahan pembayaran pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. 

Kebenaran dan keabsahan divalidasi oleh Kepala Sub bidang dengan 

menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 (dua) hari kerja 

setelah berkas diterima. Berdasarkan nota perhitungan dan berkas yang 

diterima, Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data 

membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan ditandatangani 

oleh Kepala Bidang Pendapatan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah 

menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak. SKPD 

yang diterbitkan berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dikirim kepada wajib pajak. 

c.  Tahap Penagihan Pajak  
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 Penagihan pajak yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai 

Barat belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 

Tahun 2018. Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur, 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah 

disita. Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan 

memonitor prmbayaran piutang dan tagihan pajak. Jika setelah 7 (tujuh) 

hari sejak tanggal jatuh tempo SKPD/SKPDKBT/STPD/Surat 

Keputusan Pembetulan belum dilakukan pembayaran, maka diterbitkan 

Surat Teguran. Jika setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat 

Teguran belum dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan Surat 

Paksa. 

 Berdasarkan obesrvasi peneliti, tindakan penagihan pajak yang 

dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat terhadap wajib 

pajak untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata 

berhenti pada diterbitkannya Surat Teguran untuk disampaikan kepada 

wajib pajak. Pihak BPKD tidak melanjutkan proses penagihan pajak 

sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor 

35 Tahun 2018. Hal ini tidak sesuai dengan asas pemungutan pajak yaitu 

asas certainity dimana pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas 
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dan tidak mengenal kompromi. Asas certainity merupakan asas yuridis 

dalam pemungutan pajak yang berarti pemungutan pajak harus 

dilaksanakan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

Pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat memberi alasan tidak 

dilanjutkannya proses penagihan pajak karena tidak memiliki Jurusita 

Pajak.  

 Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 

(2) dan (3) menjelaskan bahwa Kepala Daerah berwenang menunjuk 

pejabat untuk penagihan pajak dimana pejabat yang ditunjuk berwenang 

untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi untuk menjadi Jurusita Pajak diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

562/KMK.04/2000 pasal 2 yang mnejelaskan bahwa Jurusita Pajak 

berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang 

setingkat dengan itu, berpangkat serendah-rendahnya Pengatur 

Muda/Golongan II/a, berbadan sehat, lulus pendidikan dan latihan 

Jurusita Pajak dan jujur bertanggungjawab dan penuh pengabdian. 

Berdasarkan peraturan yang berlaku tidak mengatur secara khusus bahwa 

untuk mengangkat Jurusita Pajak harus dilakukan oleh bidang 

penindakan.  

 Menurut Brian Hogwoos dan Lewis Gunn dalam Wahab (2015: 

167) bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dalam 

hal ini Perbup Nomor 58 Tahun 2017 secara sempurna diperlukan 
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beberapa persyaratan beberapa diantaranya yaitu pihak-pihak yang 

memiliki wewenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang 

sempurna. Implementasi penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di 

atas Kapal Wisata tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat 

implementasi kebijakan publik. Pihak BPKD Kabupaten Manggarai 

Barat tidak tegas dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak. 

Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya tidak 

ditindaklanjuti oleh pihak BPKD. Seharusnya BPKD dapat menerapkan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Perbup Kabupaten 

Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018 dalam upaya bertindak tegas 

terhadap wajib pajak yang tidak patuh. 

d. Pengawasan Penyetoran 

 Berdasarkan Perbup Kabupaten Manggarai BaratNomor 58 tahun 

2017 pengawasan penyetoran merupakan salah satu rangkaian dari 

kegiatan pemungutan. Pengawasan penyetoran dilakukan dengan tujuan 

agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam 

melunasi pajak terutang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata. Pengawasan penyetoran 

dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat melalui rekapan 

hasil tagihan pajak dan melakukan arsip terhadap bukti pembayaran sah 

berupa Formulir SSPD yang diserahkan wajib pajak. Pengawasan 

penyetoran dapat berupa kekurangan pembayaran terhadap pajak yang 

terutang atau berupa denda dan sanksi administrasi apabila berkaitan 
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dengan keterlambatan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Pada 

pelaksanaannya tata cara pengawasan penyetoran secara teknis belum 

diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat sehingga 

tidak ada peraturan dan prosedur yang jelas terkait pengawasan 

penyetoran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

secara keseluruhan tergolong dalam kriteria tidak efektif karena pada setiap 

tahun realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan Pemerintah 

Daerah. Tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata dari tahun 2017 

sampai 2018 yaitu 4,638% dan 8,083%. Tingkat efektivitas pajak restoran di 

atas kapal wisata dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu 3,837% dan 7,056%. 

Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan 

persentase efektivitas setiap tahunnya. Peningkatan efektivitas dipengaruhi 

oleh meningkatnya jumlah wajib pajak.  

2. Implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal 

wisata belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 58 Tahun 2017. Pada beberapa tahapan pemungutan, 

implementasinya tidak berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP). Hal ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan kontribusi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kontribusi pajak 

hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 

0,100% untuk tahun 2017 dan sebesar 0,149% untuk tahun 2018. Sedangkan 
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kontribusi pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak 

daerah yaitu sebesar 0,062% untuk tahun 2017 dan sebesar 0,098% untuk 

tahun 2018. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata 

terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat tergolong 

dalam kriteria sangat kurang.     

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah disampaikan dalam 

pembahasan, peneliti memberikan masukan kepada pihak instansi berupa : 

1. Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terkait pemungutan pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata kepada wajib pajak yang telah 

terdaftar di BPKD Kabupaten Manggarai Barat. 

2. Upaya hukum harus ditegakkan oleh pihak BPKD Kabupaten 

Manggarai Barat sehingga wajib pajak yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dapat ditindak secara tegas sesuai dengan 

Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.  

3. BPKD Kabupaten Manggarai Barat perlu mengatur lebih jelas tentang 

proses penagihan pajak khususnya peraturan terkait Jurusita Pajak dan  

tata cara pengawasan penyetoran pajak. 

4. Untuk mengatasi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka 

BPKD Kabupaten Manggarai Barat sebaiknya meningkatkan kualitas 

SDM yang ada dengan melakukan kegiatan diklat, pelatihan dan 

pendidikan kepada pegawai. 
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Lampiran 1 

Pedoman Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  Kabupaten 

Manggarai Barat 

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan? 

3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar? 

6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata? 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara Wajib Pajak 

 

1. Sejak kapan usaha mulai dibuka? 

2. Sejak kapan wajib pajak mulai membayar pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata? 

3. Bagaimana proses yang dilalui wajib pajak dari pelaporan hingga 

penyetoran pajaknya? 

4. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kapal wisata? 
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Lampiran 3 

Transkip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat 

Narasumber  : Bapak Jimmy (Ketua Bidang Pendapatan Daerah) 

Tanggal/Waktu  : 27 Mei 2019/ 10.30 WITA 

 

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban:  Pada tahun 2015 ada desakan dari DPRD Kabupaten Manggarai 

Barat terkait potensi pajak yang belum digali, akhirnya ditemukan hotel dan 

restoran di kapal wisata. Kenapa kita tidak mendata selama ini karena di 

Undang Undang no 28 tahun 2009 tidak menjelaskan secara terperinci 

tentang hotel dan restoran di atas kapal wisata. Kemudian setelah hasil 

kajian DPRD, BPKD pergi ke Dirjen Keuangan dan menanyakan terkait 

regulasi apakah UU Nomor 28 tahun 2009 bisa diterapkan atau tidak untuk 

kapal wisata. Ternyata jawaban dari kementerian keuangan sedikit ragu-

ragu dalam menerapkan pajak hotel di atas kapal wisata, kemudian semua 

kabupatem yang memiliki potensi ini menyarankan dengan membuat surat  

kepada pemerintah untuk merevisi uu 28 tahun 2009 dengan menambahkan 

satu poin tentang pajak di atas kapal wisata ini, menerangkan tentang hotel 

yang ada di kapal wisata tetapi itu cukup sulit untuk merubah Undang-

undang lalu ada juga rekomendasi dari BPK. Setelah melihat dari wilayah 

Indonesia lainnya, ada berbagai macam bentuk pengelolaannya, ada yang 

membuat sebuah kerjasama yaitu kontrak satu bulan, tidak menggunakan 

sistem persentase tarif 10% dia, tergantung kesepakatan antara pemerintah 

dengan pelaku usaha hotel dan restoran di atas kapal wisata. Tapi kita disini 

kita mengundang semua pada akhir tahun 2016 kita melakukan sosialisasi 

dengan para pelaku usaha kapal wisata dengan mengundang mereka di 

kantor syah bandar sehingga dalam hasil kesepakatan tersebut lahirlah 

peraturan bupati terkait perhitungannya, karena kalau 10% dari nilai paket 

cukup sulit karena banyak item didalam paket yang diluar objek pajak 
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contohnya clearing, bayar karcis masuk, bahan bakar, dll. Sehingga buat 

kesepakatan untuk menentukan pajak hotel dari total nilai paket dikali 10% 

lalu untuk pajaknya dikali 20% untuk pajak hotel dan 15% untuk pajak 

restoran waktu itu. Setelah itu melakukan pendataan di kantor kantor wisata 

ini, tapi dalam perjalanannya banyak pemiliknya di luar daerah kab 

manggarai barat. 

2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan? 

Jawaban:  Kalau peraturan ini sebenarnya sudah dari tahun 2016 ya nona, 

nah tapi kan dari hasil sosialisasi itu ada kesepakatan tarif antara pemerintah 

daerah dengan wajib pajak sehingga Peraturan Bupati ini diubah. Tapi untuk 

mulai diterapkannya itu September 2016, tapi kalau mau bilang efektifnya 

ya itu tahun 2017. 

3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban:  kalau pajak yang di atas kapal wisata ini kita menggunakan self 

assesment system ya jadi itu mereka datang lapor sendiri setor sendiri nah 

kalau dari pihak BPKD itu ya kita paling beri surat ketetapan kalau misal 

ada kurang atau lebih bayar karena kan biasanya setelah kita arsip ya kita 

data lagi yang mereka sudah bayar itu. Lalu ya turun ke lapangan untuk 

mencari wajib pajak yang tidak bayar itu biasanya untuk kasih surat teguran 

itu nanti nona langsung tanya Bapak Tomi saja. 

4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: yang terlibat sudah pasti wajib pajak lalu ada petugas loket itu 

karena mereka tempat wajib pajak ini setor dan menyampaikan ke kami 

salinan bukti setor dan sebagainya itu dan khusus pajak di atas kapal wisata 

ini jadi tanggung jawabnya Bidang Pendapatan Daerah saja karena kita 

khusus tangani pajak daerah. 

5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar? 

Jawaban: Ya sekitar 120an nona, untuk data pastinya nanti minta sama Ibu 

Feli. 
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6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Kendalanya itu wajib pajak yang sadar untuk bayar tu sangat 

sedikit, mana mereka itu si pemilik kapal lokasinya tidak di Labuan Bajo 

sini. Kapalnya iya disini, usahanya disini, terdaftarnya disini tapi karena 

mereka tinggal diluar daerah jadinya mereka itu tidak penuhi kewajiban 

bayar pajak dan kita BPKD ini juga sulit sekali untuk menghubungi mereka.   

7. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sangat jauh dari target yang  telah 

ditetapkan. Baik pajak hotel maupun pajak restoran di atas kapal wisata 

keduanya tidak memenuhi target. Pajak hotel di atas kapal wisata targetnya 

Rp 864.000.000,00 tapi realisasinya hanya Rp 40.075.285 dan untuk pajak 

restoran di atas kapal wisata targetnya Rp. 648.000.000,00 tetapi targetnya 

hanya sebesar Rp. 24.869.000,00. Mengapa realisasinya tidak dapat 

memenuhi target yang telah ditetapkan ? 

Jawaban: iya memang target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi, kami 

juga buat target ini berdasarkan jumlah keseluruhan wajib pajak terdaftar 

dan yang sudah menghadiri sosialisasi pada tahun 2016. Itu kan yang 

terdaftar ada 120 wajib pajak jadi kami bikin target berdasarkan jumlah itu 

tapi pada kenyataannya yang bayar cuma sedikit, bahkan tidak sampai 10 

wajib pajak. Kami sudah sosialisasikan tapi wajib pajaknya yang tidak 

patuh, padahal sudah dikasihtahu. Mereka yang bayar itu ya yang usaha 

kapal wisatanya melekat dengan hotel dan restoran di darat. 
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Lampiran 4 

Transkip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat 

Narasumber  : Bapak Tomi (Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, 

Pelaporan, dan Keberatan) 

Tanggal/Waktu  : 03 Mei 2019/ 09.30 WITA 

 

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Pertimbangan dibuatnya peraturan desakan dari anggota dewan 

terhadap pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap sumber-sumber 

PAD khususnya melihat perkembangan kapal wisata sehingga pemerintah 

membuat regulasi agar pemda mendapat manfaat dengan berkembangnya 

jumlah kapal terhadap pendapatan asli daerah. 

2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan? 

Jawaban:  Ya efektifnya itu tahun 2017 ya nona. 

3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak 

hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Ya kita ikuti saja SOP yang sudah ada, itu sama dengan SOP 

pajak hotel dan restoran yang biasa.  

4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan 

pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban:  Bidang Pendapatan dan loket BPKD. 

5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar? 

Jawaban:  Yang terdaftar itu 123 ya sampai sekarang. 

6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak 

restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Kami sebagai eksekutor dilapangan cukup ragu untuk 

mengeksekusi di lapangan kren adi UU 28 tidak jelaskan secara terperinci, 

sehingga pendekatan secara kekeluargaan, sosialisasi secara pribadi tapi 

hanya empat itu saja yang sadar dan bayar. Daerah lain belum ada yang 
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terapkan peraturan ini, jadi hanya labuan bajo saja jadi kami sebagai 

eksekutor ragu untuk tindak lanjut wajib pajak yang tidak bayar ini. Perlu 

ada sosialisasi secara terus menerus terhadap pihak pihak yang terkait agar 

tidak ada slah paham dalam mengartikan peraturan. Kendala utama terkait 

keberadaan kepemilikan kapal, karena semua pemilik kapal yang berada di 

kabupaten manggarai barat ini, kapal-kapal yang memiliki kamar itu rata-

rata dari luar semua kurang lebih 70% dari luar manggarai barat, yang mana 

beroperasinya di bulan Juni itu bulan rame sampai bulan sepuluh lalu 

setelah itu mereka meninggalkan labuan bajo. Kapal bersandar di pulau 

sehingga BPKD sulit melakukan sosialisasi atau pengejaran karena tidak 

ada fasilitas kapal, karena anggaran tidak cukup untuk mencari kapal-kapal 

ini berada di perairan mana, dan menjadi sulit untuk mendata alam 

kepemilikan kapal-kapal ini, itu kesulitan kita. Hambatan utama juga kurang 

sadarnya wajib pajak sebagai pelaku usaha kapal wisata sebenarnya setelah 

melakukan sosialisasi, semuanya ikut dan sebenarnya kalau sudah tau 

perbupnya harusnya dipatuhi, mereka sudah tau peraturannya mereka 

sendiri yang menyepakati perhitungan tapi kesadarannya tidak ada. Dan ini 

waktu sosialisasi buka pemilik yang hadir melainkan pekerja di atas kapal 

wisata. Kami ini juga kekurangan sdm kami ini dari bidang hanya 9 orang 

terus staff saya hanya 5 orang, terus biaya untuk lakukan penagihan dari 

kapal ke kapal ini cukup besar karena kalau untuk ke kapal yang dia parkir 

di pulau-pulau bukan di pelabuhan itu kita harus pakai speedboat dan itu 

sewa dalam satu hari tu bisa 1-2,5 juta rupiah, kami pernah melakukan itu 

tapi hanya 3 kapal saja yang bisa kami jangkau karena makan waktu juga, 3 

kapal itu saja kami mau 4 jam untuk datang dan tagih, apalagi harus pergi 

tagih ratusan ini kami kewalahan nona. 

7. Bagaimana cara mengatasi wajib pajak yang tidak patuh? 

Jawaban: BPKD bingung bagaimana mengejarnya. Selama ini membawa 

surat teguran di antar dari kapal ke kapal harus sewa speed, SDM sedikit, 

biaya besar jadi mau kejar kapal wisata atau mau kejar yang selama ini 

sudah patuh. Dan untuk penagihan ini kalau kita sekarang batasnya hanya 
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sampai di surat teguran alasannya belum ada jurusita, bidang yang 

menangani harus bidang penindakan, sehingga batasnya hanya di surat 

teguran saja. Kalau ada jurusita maka dikeluarkan surat tagihan, sehingga 

jika tidak dibayar maka jurusita yang bertindak. Sistem penagihan terbatas 

di surat teguran. 

8. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas 

kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018? 

Jawaban: Kalau peningkatan itu ada tapi sedikit sekali nona dan sama sekali 

tidak efektif karena belum ada yang mencapai target sejauh ini untuk pajak 

kapal wisata ini. 

9. Bagaimana cara BPKD untuk memberitahukan wajib terkait peraturan 

tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Dulu sosialisasi di pelabuhan untuk pendataan dihadiri oleh wajib 

pajak, pemberitahuan melalui surat. Misalnya kapal ini kondisinya, 

pelayanan, fasilitasnya itu semua di data. Hasilnya ratusan, salah satu 

kendala itu alamat obyek pajak sehinnga boleh dikatakan miskomunikasi 

begitu wajib pajak tidak di labuan bajo maka dia tidak bayar. Kalau semua 

wajib pajak sadar saya kira tidak seperti ini.  
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Lampiran 5 

Transkip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat 

Narasumber  : Ibu Rensi (Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan 

dan Pengolahan data) 

Tanggal/Waktu  : 14 Mei 2019/ 14.30 WITA 

 

1. Bagaimana proses pendataan hingga pendaftaran wajib pajak hotel dan 

wajib pajak kapal wisata di atas kapal wisata ? 

Jawaban : Untuk data ini kami bekerja sama dengan dinas pariwisata dan 

perhubungan waktu itu, nah data yang kami terima itu data kapal wisata 

yang berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan pajak daerah, karena 

disini Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas 

untuk mendata kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo ini. 

Jadi waktu itu kami minta data lalu dari data itu kami pilah sendiri mana-

mana saja jenis kapal yang bisa menjadi potensi pajak ini.  

2. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar ? 

Jawaban : Iya jadi jumlah yang terdaftar sepanjang tahun 2017 itu 120 kapal 

wisata, nah tahun 2018 itu ada sekitar 3 kalau tidak salah yang baru 

mendaftarkan diri. Yang 120 itu kami awalnya dapat data dari Dinas 

Pariwisata tapi ada juga beberapa yang datang daftar sendiri nah itu yang 

daftar sendiri karena mereka juga punya usaha hotel kalau tida restoran yang 

di daratan, nah kalau yang begitu kan mereka memang sudah tau peraturan 

dan sudah sadar juga jadi mereka langsung datang lapor diri. 

3. Apakah ada kesulitan dalam mendata wajib pajak ? 

Jawaban : Untuk mendata sendiri itu sulit karena kami (BPKD) kekurangan 

sdm sementara kapal ada begitu banyak, jadi untuk cepatnya kami langsung 

minta di dinas pariwisata karena selain itu juga datanya lebih pasti, kan itu 

kapal wisata sudah terdaftar semua to, jadi lebih memudahkan kita untuk 

pendataan. 
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4. Apa yang menyebabkan peningkatan pada target penerimaan pajak hotel 

dan pajak restoran di atas kapal wisata di tahun 2018 ? 

Jawaban: Jadi di pertengahan tahun 2017 ada wajib pajak baru yang  

mendaftar dan itu ada 3 kapal wisata yang daftar. Dan mereka sudah mulai 

lapor dari bulan Oktober tahun 2017 itu makanya kita naikkan targetnya. 
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Lampiran 6 

Transkip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat 

Narasumber  : Ibu Ni (Petugas Loket/Front Office) 

Tanggal/Waktu  : 09 Mei 2019/ 10.30 WITA 

 

1.  Bagaimana proses pelaporan dan penyetoran pajak hotel dan pajak restoran 

di atas kapal wisata ? 

Jawaban: Wajib pajak datang, pendataan , mereka bawa laporan keuangan, 

setor, dicek, kalau sesuai kita terima, lalu diterbitkan SSPD, kita isi angka 

berdasarkan laporan WP lalu diterbitkan lalu mereka setor sendiri di bank 

setelah setor mereka pergi kesini lagi, SPTPD ini surat pemberitahuan 

gunanya, kasihnya setelah mereka datang setor, mereka isi sendiri di rumah, 

terus penyampaian laporannya mereka 15 hari sebelum mereka dtg setor 

yaitu tanggal 1-15, setelah itu baru datang setor lalu diterbitkan SSPD. 

Kalau transfer disertakan bukti transfer ke rek PAD, biasanya 2 hari baru 

masuk rekening kalau seprti itu nnti kita catat bukti masuknya/transfernya di 

hari uang diterima atau sudah masuk rekening PAD Manggarai barat. 

2.  Kapan jangka waktu pelaporan pajaknya ? 

 Jawaban: Tanggal lapor dari tanggal 1-15, tanggal setor tanggal 1-30 (awal 

sampai akhir bulan). Misal ada keterlambatan pelaporan, bulan berikutnya 

akan dikenakan sanksi 2%, terlambat lapor berarti belum bisa setor, nanti 

lapor tanggal satu bulan berikutnya perhitungan sudah otomatis dihitung 

dengan denda, nah kalau itu pakai STPD itu surat tagihan pajak daerah. 

3. Apa saja yang dibawa wajib pajak pada saat melapor dan menyetor ? 

Jawaban: Yang dibawa wajib pajak yaitu laporan dan SPTPD yang 

diberikan, ambilnya di front office, aturannya diantar tiap awal bulan, 

karena mereka datang setor sendiri jadi langsung diberikan untuk bulan 

berikutnya.  
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Lampiran 7 

Transkip Wawancara Wajib Pajak yang Patuh  

Narasumber  : Bapak Roni (Staff Le Pirate) 

Tanggal/Waktu  : 14 Mei 2019/ 14.00 WITA 

 

1. Sejak kapan wajib pajak mengetahui tentang pajak hotel dan/atau pajak 

restoran di atas kapal wisata ?  

Jawaban: Untuk pajak kapal itu kita dari awal mula buka dari 2016 sudah 

langsung daftar. Sebelumnya kita disini kontrak lokasi, sebelumnya ada de 

lounge yang sudah terdaftar juga, karena ada peralihan owner, yaudah kita 

sebelum buka restoran termasuk kapal wisata, kita udah daftar di BPKD 

2. Sejak kapan wajib pajak mulai membayar pajak hotel dan pajak restoran di 

atas kapal wisata? 

Jawaban: Dari awal usaha dibuka. 

3. Kapan saat wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang ?  

Jawaban: Setiap bulan kita paling rutin dan dapat sertifikat dari dispenda 

karena taat pajak 

4. Apa saja yang dibawa wajib pajak pada saat melakukan penyetoran pajak ?  

Jawaban: Ya laporan pendapatan per satu bulan 

5. Bagaimana proses yang dilalui wajib pajak dari pelaporan hingga 

penyetoran pajaknya ? 

Jawaban: Biasanya bikin janji dulu bisanya jam brpa karena semua 

pelaporan dilakukan sekalian ya itu pajak hotel restoran di darat sama yang 

di kapal wisata itu ada empat kan ya, bawa dokumen lengkap dengan objek 

pajak yang sudah dipisah-pisah, agak ribet memang nanti sudah sampai ya 

pelaporan pajaknya tetap satu-satu. 

6. Bagaimana perhitungan pajaknya ? 

Jawaban: Kalau pajaknya ya kami ngitungnya sesuai dengan kesepakatan 

waktu itu mbak, jadi itu untuk pajaknya biaya pelayanan hotel dan restoran 

dikalikan dulu ya itu yang hotel 20% terus yang restoran itu 15%. Nah kalau 
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yang pajak hotel biasa itu kan tarifnya itu 10% tapi gak ada dikalikan biaya 

pelayanan kayak pajak kapal ini. Jadi setelah hitung biaya pelayanannya 

baru deh dikali itu yang 10% tarif pajak yang sesungguhnya 

7. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kapal wisata ? 

Jawaban: Untuk kapal kita ada restorannya, bukan restoran sebenarnya 

cuma penyediaan minuman beralkohol untuk wisatawan kalau mau baru 

mereka beli. Ya terus ada sekita enam kabin dalam satu kapal itu 

fasilitasnya udah lengkap kok tempat tidur, AC, kamar mandi dalam udah 

semua. 
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Lampiran 8 

Transkip Wawancara Wajib Pajak yang Tidak Patuh  

Narasumber  : Ibu Christin (Staff Blue Marlin) 

Tanggal/Waktu  : 14 Mei 2019/ 15.30 WITA 

 

1. Sejak kapan usaha berjalan ? 

Jawaban: Usaha ini sudah dari tahun 2014 

2.  Apakah wajib pajak mengetahui bahwa ada peraturan daerah terkait 

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata ? 

Jawaban: Yang saya tau ini hanya pajak hotel dan pajak restoran dan yang 

saya bayar selama ini itu saja 

3. apakah wajib pajak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat teguran 

dari BPKD ? 

Jawaban:Sepertinya tahun lalu (2018) staff pernah kasih tau ada surat untuk 

kapal wisata tapi saya tidak tau kalau ada pajak seperti ini dan itu ternyata 

Surat Teguran, waktu itu juga lupa terus mau urus itu pajak dan BPKD juga 

tidak ada datang tagih lagi jadi ya sama-sama lupa sudah kita. 

4. Apakah ada alasan khusus sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan apakah wajib pajak mengikuti sosialisasi yang 

diadakan BPKD tentang pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata? 

Jawaban: Ya itu tadi saya tidak tau, dan sosialisasi ini saya lupa ikut tidak. 
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Lampiran 9 

 

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 
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Lampiran 10 

 

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 
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Lampiran 11 

 

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018 
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Lampiran 12 

 

Data Kapal Wisata 
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Lampiran 13 

 

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 
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Lampiran 14 

 

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 
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Lampiran 16 

 

Dokumentasi 

 

 

(Wawancara bersama Wajib Pajak Le Pirate) 

 

(Proses pelaporan dan penyetoran pajak di Loket BPKD) 

 

(Wawancara bersama pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat) 
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Lampiran 17 

 

Surat Setoran Pajak Daerah 
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Lampiran 15 

 

Surat Riset 
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Lampiran 18 

 

Curriculum Vitae 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama  : Maria Magdalena Fontaine Ekawati 

Tempat dan Tanggal Lahir : Ruteng, 26 Juni 1999 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama  : Katholik 

Alamat  : Jl. Anggrek, BTN, Kec. Ende Tengah,  NTT 

E-mail  : Fontaineekawati26@gmail.com 

 

Pendidikan Formal 

Tahun Pendidikan  

2003 – 2004 TK Negeri Pembina, Ende 

2004 – 2010 SDK St. Ursula, Ende 

2010 – 2013 SMPK St. Ursula, Ende 

2013 – 2015 SMAK Syuradikara, Ende 

2015 – sekarang Universitas Brawijaya 
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